PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 060/ 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAFAN STANDAR PELAYANAN
FPADA SERKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesusn dengan asas penvelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewsajiban berbagal pihak yang terkat dengan
penyelenggaraan  pelayanan,  sctuap  penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan,;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada
Seleretaniat Daerah Kabupaten Boyolali dengan Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bovolali;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sckretaris Dacrah tentang Penetapan Standar Pelayanan
pada Sckretariat Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1, Undang-Undang WNomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang.....



e

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6373);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bovolali Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 1 Tabun 2020 tentang Perubahan Kedus
Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolai Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
224y;

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014

Nomor 615);

Peraturan Bupati Boyolahh Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor
12);

8. Peraturan Bupafi.....



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2013 Nomor 13);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

- Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Boyolali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

meliputi jenis pelayanan:

a.
b.

A

pelayanan izin perjalanan ke luar negeri;

pelayanan fasilitas tata kelola pemerintahan;

pelayanan registrasi dan verifikasi kesejahteraan rakyat;
pelayanan penggunaan dan pendampingan permasalahan
kescjahteraan rakyat;

pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum peraturan
Daerah;

pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum peraturan
Bupati;

pelayanan  fasilitasi  penyusunan produk  hukum
keputusan Bupati;

pelayanan  fasilitasi  penyusunan produk  hukum
keputusan Sekretaris Daerah,;

pelayanan fasilitasi penanganan kasus hukum secara
litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovolali;
pelayanan penanganan kasus hukum secara litigasi di
Pengadilan Negeri di bidang perdata untuk Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali;

k. pelayanan penanganan.....
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pelayanan penanganan Kasus hukum secara non litigasi
fasilitasi kesepakatan bersama/ perjanjian kerja sama;
pelayanan penanganan kasus hukum secara non lingasi
fasilitasi dan konsultasi bidang huloum;

pelayanan peminjaman dokumen produk hukum;
pelayanan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
pelayanan rekomendasi hak atas tanah Negara;

pelayanan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa
pada layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten
Boyolalh;

pelayanan penggunaan dan pendampingan pecrmasalahan
aplikasi sistem pengadaan secara elektromlk;

pelavanan fasilitasi input SIRUP (Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaani;

pelayanan konsultasi pengadaan barang dan jasa;
pelayvanan e-tendering,

pelavanan e-purchasing,

pelayanan pencairan anggaran;

pelayanan penyesuaian gaji dan tunjangan;

pelayanan permohonan panjar;

pelavanan fasilitasi tata kelola organisasi;

pelayanan keprotokolan;

pelayanan penyusunan sambutan bupati;

pelayanan surat masuk;

pelayanan surat keluar;

pelayanan fasilitasi kenaikan pangkat;

pelayanan fasilitasi pengajuan pensiun;

pelayanan pemberian surat cuti;

pelayanan peminjaman kendaraan dinas,

. pelayanan permohonan bahan bakar minyak (bbm);

pelayanan peminjaman gedung dan perlengkapan; dan
pelavanan permohonan penyediaan makan dan minum
rapat/tamu.
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Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum EKEDUA
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyvelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

ada tanggal 30 Prsembir 2021

Tembusan Keputusan im disampaikes

[. Inspektur Daerah Kabupaten
2. Sekretariat Daerah Kabupg
3. Pertinggal.

En Bn}rulah dan




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR D6/ 19 TAMvv 201

TANGGAL 3 & pese mpeAlA LOL|

A. PENDAHULUAN
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolai mempunyai tugas

pokok menyvusun bahan kebljpkan, pedoman, petunjuk wmum,
pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap semua urusan yvang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan tugas tersebut
didukung oleh 10 |sepuluh) bagian yvain:

1. Bagian Tata Pemerintahan;

2. Bagian Kesejahteraan Raloyat;

3. Bagian Hukum,

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Dava Alam;

5. Bagian Administrasi Pembangunan;

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

7. Bagian Umum;

8. Bagian Organisasi;

Y. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

10. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

B. STANDAR PELAYANAN
1. pelayanan izin perjalanan ke luar negeri

NO | KOMPONEN ‘ URAIAN

A, Hum;:-_u?lcn Standar Pelayanan yang terkait dengan proscs
penyampaian pelayvanan (service delivery), meliputs:

1 Persyaram:n_' a. surat permohonan tanda tangan Gubernur

Pelayanan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan danfatau Anggola
DPRD, Pejabat Eselon I atau tanda tangan
Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon [I
ke bawah;

b. surat undangan/surat balasan kunjungan
dari Negara atau tempat yang dituju/surat
konfirmasi dari KBRI setempat;

c. kerangka acuan kerja/term of reference;

d. surat keterangan keabsahan dokumen

I dari unit kerja;

rincian biaya perjalanan dinas;

jadwal pelaksanaan kegiatan;

data personil peserta;

salinan daftar pelaksanaan anggaran stau

daftar isian pelaksanaan anggaran;dan

1. surat urgensi keikutsertaan peserta.

Tm ot




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
EABUPATEN BOYOLALIL

NOMOR

TANGGAL

A. PENDAHULUAN
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas

pokok m'cnyuaun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk umum,
pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap semua urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Dacrah. Pelaksanaan tugas tersebut
didukung oleh 10 [sepuluh) bagian yaitu:
1. Bagian Tata Pemerintahan;

Bagian Kesejahteraan Rakyat,

Bagian Hukum;

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bagian Administrasi Pembangunan,

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

Bagian Umum;

Bagian Organisasi;

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

ﬂ Bagian Perencanaan dan Keuangan.

— 0@ NO ;A EN

B. STANDAR PELAYANAN
1. pelayanan izin perjalanan ke luar negeri

NO | KOMPONEN URAIAN

A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

1 | Persyaratan | a. surat permohonan tanda tangan Gubemnur

Pelayanan uniuk Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan/atau Anggota
DPRD, Pejabat Eselon | atau tanda tangan
Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon [I
ke bawah;

b. surat undangan/surat balasan kunjungan
dari Negara atau tempat yang dituju/surat
konfirmasi dari KBRI setempat;

c. kerangka acuan kerja/term of reference,

d. surat keterangan keabsahan dolkumen

dari unit kerja;

rincian biaya perjalanan dinas;

jadwal pelaksanaan kegiatan;

data personil peserta,

salinan daftar pelaksanaan anggaran atau

daftar isian pelaksanaan anggaran;dan

surat urgensi keikutsertaan peserta.

=
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NO

KOMPONEN

URAJAN

Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur

Jangka
waktu

pelayanan

| 40 (empat puluh) hari

Sistem:

Pelayanan yang dilakukan oleh Bagan Tata
Pemerintahan berupa fasilitasi pengajuan
permohonan izin perjalanan dinas luar negeri
melaha Aplikasi SEDUNIA (Sistem Pelayanan
Administrasi Perjalanan Luar Negeri Jaws
Tengah) vang ada di Pemerintah Prov. Jawa

Tengah,

Mekanisme:

a. pengajuan dari pemohon dilakukan dengan
cara tpload dokumen syarat-syarat yang
telah  ditentukan ke dalam aplikasi
SEDUNIA;

b. bila tidak disetujui maka berkas kembali ke
pemohon untuk dilengkapi dan mencari
jadwal yang lainnva;

c. Bagian Tata Pemerintashan mengajukan
permohonan ke Prov. Jawa Tengah melalui
aplilkasi SEDUNIA;

d. disetujui Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Provinsi mengajukan permohonan
Rekomendasi ke Kemendagri melalui Aplikasi
SIOLA;

e. disetujui Kemendagn, Pemerintah Provinsi
mengajukan  permohonan  Persetujuan ke
Kemensetneg melalui Aplikasi SIMPEL;dan

f. disetyui Kemensetneg, Permerintah Provinsi
mengajukan permohonan Paspor Dinas, Exit
Permit, dan/atau Rekomendasi Visa ke
Kementerian Luar Negeri melalui Aplikasi
Exit Permit,

Prosedur:

a. Pemohon mengajukan permohonan dengan
membawa  syarat-syarat yang  telah
ditentukan;

b. Bagian Tata Pemerintahan melakukan
verifikasi kelengkapan berkas;dan

c. Bagian Tata Pemerintahan menginput
kelengkapan berkas ke Aplikasi SEDUNIA.

L

Biaya/ tarif

4§

Produk
pelayanan

Fﬂmnganﬂ.n'

pengaduan,
saran, dan
masukan

Surat  Rekomendasi dan  Pesetujuan  lzin
Perjalanan Luar Negeri, Paspor Dinas, Euxt
Permil, dan Rekomendasi Visa.

Pengaduan disampaikan secara Iangamg atau
melalui email puod.bovolali@gmail.co




NO | KOMPONEN URAIAN
B. Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
1 Dasar Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata
Hukum Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.
2 | Sarana dan Enmputcraal?ﬂ_e;aa;ljaﬁngan internet
prasarana
|r.lan,."atau
fasilitas
3 | Kompetensi | Mampu mengoperasionalkan Aplikasi SEDUNILA.
pelaksana _ _
4 Pengawasan | Kabag Tn]::em- melakukan PeTIgAWASAT SECAra
internal langsung
5 |Jumlah 2 (dua) orang
pelaksana )
6 | Jaminan Melayani tanpa gratifikasi
pelayanan
7 | Jaminan Bebas Intimidasi
keamanan
dan
keselamaian
pelayanan
8 | Evaluasi Melakukan evaluasi pelayanan melalui Survei
kinerja kepuasan masyarakat secara berkala,
‘pelaksana

2. pelayanan fasilitasi tata kelola pemerintahan

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampalian pelayanan (service delivery), meliputi:

1 | Persyaratan | permasalahan yang akan dikonsultasikan yang
Pelayanan | berkaitan dengan tata kelola pemerintahan

2 | Sistem, a. pengguna layanan datang langsung ke Bagian
mekanisme, Tata Pemerintahan pada jam kerja;
dan b. pengruna layanan menyampaikan
prosedur permasalahan yang akan dikonsultasikan;

c. Kasubbag/Stafl yang membidangi memberikan
jawaban atau penjelasan terkait permasalahan
yang dikonsultasikan;dan

d. pengguna layanan juga bisa menggunakan
telepon, Email, Whatsapp, dan media sosial
lainnya untuk melaksanakan konsultasi pada
jam kerja.




NO | KOMPONEN URAIAN

3 |Jangka NA (not applicated) '
waktu
pelayanan

4 |Biaya/ tarif |RpO; ==

5 | Produk a. hasil konsultasi Kewilayahan;
pelayanan b. hasil konsultasi Kerjasama;

c. hasil konsultasi LKPJ;
d. hasil konsultasi LPPD;
e. hasil konsultasi ILPFD;
f. hasil konsultasi 3PM;
i g hasil konsultasi Forkopimda;dan
h. hasil konsultasi kebijakan administrasi
pemerintahan.

& | Penanganan | Pengaduan bisa djaamm secara langsung di
pengaduan, | ruang kerja Bagian Tata Pemernntahan atau
saran, dan | melalui email puod.boyelali@gmail com
masukan

B. Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
pelayanan di internal orgamisasi fmanwfacturing), meliputi:

1

Dasar
Hulkum

a.

b,

. Peraturan Menteri

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141

Tahun 2017 tentang Penegasan Balas Daerah;

. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota;

Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M /2018
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Pencrapan Standar
Pelayanan Minimal,




N

KOMPONEN

URAIAN

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101

Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Sub-Urusan Bencana  Daerah
Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Btandar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kola;

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 121

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu
Pelayvanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

k. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 4 Tahun

2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelavanan Minimal Bidang Kesehatan,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomeor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Dacrah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70 Tahun
2019 tentang Uraian Tugas Jabatan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali;
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daecrah Kabupaten Boyolali sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali,




NO | KOMPONEN URAIAN
2 |Barana dan |a. Meja;
prasarang b. Kursi;
dan/atau c. Computer;
fasilitas d. Laptop;
e. Printer;
f. Kertas;
g. Scanner,
h, Bolpoin;
t.  Internet;
j-  LCD; 4l
3 | Kompetensi | a. memahami tata kelola pemerintahan;
pelaksana b. ramah;dan.
¢, komunikatif
4 | Pengawasan | Kabag Tata Pemnerintahan melakulan
internal | pengawasan secara langsung setiap saat
5 |Jumlah A {enam) orang
pelaksana
6 |Jaminan “Melayani tanpa gratiikasi’
pelayanan Menjawab permasalahan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
T |Jaminan “Bebas intimidasi®
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
& | Evaluasi Melakukan evaluasi pelayanan melalui Survei
kinerja Kepuasan Masyarakal secara berkala
pelaksana

3. pelayanan registrasi dan verifikasi kesejahtersan rakyat

=

NGO | KOMPONEN URAIAN

A. | komponen Standar Pelavanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

1 P‘ersya.mta.n a. Fotokopi KK dan KTP
Pelayanan | b, Proposal Pengajuan yang memuat:

1] surat permohonan Kepada Bupati
Boyolali;

latar belakang;

RAB,

struktur organisasi;

foto O%;

menyertakan Surat Keterangan
Terdafiar bagi Usulan Bantuan tempat
Ibadah;

2
3
4)
9)
6




| NO | KOMPONEN URAIAN
7) menyertakan Surat keterangan Sakit
dari Dakter Pemerintah bagi
permohonan orang sakit.
c. Usulan melalui kecamatan dan /atau desa.
2 | Sistem, a. Pemohon mengajukan propesal dan berkas
mekanisme, kelengkapannya;dan
dan b. Petugas memverifikasi berkas, jika sudah
prosedur lengkap akan dilakukan cek lokasi (jika
diperlukan] dan jika belum lengkap maka
berkas dikembalikan, untuk dilengkapi.
3 |Jangka | 1-3 Minggu
"waktu
pelayanan - o
4 | Biaya/ tarif | gratis/tidak dipungut biaya
5 | Produk | Persetujuan permohonan bantuan
pelayanan
6 |Penanganan a. Penyampaian pertanyaan, saran, aduan dan
pengaduan, masukan melalui:
saran, dan 1) Bagian Kesra Setda (datang langsung)
masukan 2} Telepon (0276) 321021
3) Email kesra.setda@boyolali.go.id
b. Penanganan aduan: ditanggapi langsung
oleh koordinator dan Venfikator

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi fmanufacturing), meliputi:

1

Dasar
Hukum

Peraturan Bupati Boyolah Nomor 70 Tahun
2019 tentang Uraian Tugas Jabatan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali;
Peraturan Bupati Boyolalh Nomor 25 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubehan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja  Perangkat Daerah  Kabupaten
Boyolali.

.

Sarana dan
prasarana
dan/atau
'fasilitas

Koneksi Internet
Meja

Kursi

Komputer

Alat Tulis Kantor

cas o




NO | KOMPONEN URAIAN
3 | Kompetensi | Verifikator yang mampu:
pelaksana a.  mengoperasikan komputer dan internet
b. memahami permasalahan yang ada di
masyarakat
4 |Pengawasan | pengawasan olch atasan langsung dengan
internal memberikan teguran dan sanksi jika
melakukan kesalahan
5 |Jumlah 3 (tiga) orang sebagai Verifikator
pelaksana -
6 | Jaminan Bebas pungli
pelayanan
7 |Jaminan Tanpa intimidasi
keamanan
dan
keselamatan
pelayanan
8 | Evaluasi Melakukan evaluasi pelayanan melalui Survei
kinerja Kepuasan Masvarakat secara berkala
pelaksana |

4. pelayanan penggunaan dan pendampingan permasalahan
kesejahteraan rakyat

NO | KOMPONEN URAIAN
A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan {service delivery), meliputi:
1 Persyaratan | Laporan/Pernyataan permasalahan
‘Pelayanan
2 | Sistem, a. masyarakat bisa datang langsung ke Bagian
mekanisme, Kesra Setda,
dan b. masyarakat bisa mengakses informasi pada
prosedur website www boyolali go.id;
¢, penatalaksanaan pelayanan memeriksa dan
menyelesaikan permasalahan kendala teknis
langsung kepada masyarakat;
d. verifikator  melakukan analisa dan
meyelesaikan permasalahan kendala teknis;
e. tim verifikator melaporkan permasalahan dan
penyelesaian kepada Atasan langsung,
{. Kepala Bagian Kesra memberikan kebyakan
atas permasalahan.
3 |.Jangka Jangka waktu penyvelesaian kendala teknis
waktu pengguna dilakukan secepat mungkin dan
pelayanan batas waktu maksimal | (satu) Minggu




NO | KOMPONEN URAIAN
4 | Biaya/ tarif | gratis/tidak dipungut biaya
5 | Produk | Pendampingan dan penanganan permasalahan
pelayanan
6 |Penanganan |a. Penyampaian pertanyaan, saran, aduan dan
pengaduan, masukan melalui:
saran, dan 1) Bagian Kesra Setda [datang langsung)
masukan 2} Telepon (0276) 321021
3] Email kesra setda@boyolali.go.id
b. Penangenan aduan: ditanggapi langsung
oleh koordinator dan Verifikator
B. 'Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisas) (manufacturing), meliputi:
I |Dasar a. Peraturan Bupat Boyolali Nomor 70 Tahun
Hukum 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 tahun
2018  tentang  Kedudukan,  Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kera Perangkat Dacrah Kabupaten Boyolali.
2 |Sarana dan | a. koneksi internet;
prasarana b. mea;
dan/atau c. kursi,
fasilitas d. kemputer;
e. telepon/faksimili;
f. ecmail;
g. alat tulis kantor.
3 |Kompetensi | 6. memahami dan Mampu mengoperasikan
pelaksana komputer dan internet;dan
b. melavani dengan baik. .
4 | Pengawasan | pcngawasan oleh atasan langsung dengan |
internal memberikan teguran  dan sanksi  jika
melakukan kesalahan
5 |Jumlah | Jumlah personil sebanyak 4 [empat) orang
pelaksana
& |Jaminan Teratasi permasalahan/kendala teknis

pelayanan




NO

KOMPONEN

URAIAN

Jaminan Kerahasiaan data pengguna tetap terjaga

keamanan
dan
keselamatan

pelayanan

L

Evaluasi Melakukan evaluasi pelayanan melalui Survei
kinerja Kepuasan Masyarakat secara berkala

pelaksana

5. pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum peraturan Daerah

NO

KOMPONEN

URAIAN

A.

‘Komponen Standar Pelayanan vang terkait amgﬂ_.n Errn::ﬂeu
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputa:

FETH}’EIEMII.

Pelayanan

B

Surat Kepala Perangkat Daerah
kepada Kabag Hukum  perihal
Usulan Penyusunan Ranperda;

Surat Bupati kepada Ketua DPRD
perihal Penyampaian Usulan Judul

Ranperda scbagni bahan
propemperda;
Keputusan DPRD ientang
Propemperda;
Keputusan Bupati tentang

Pembentulan Tim Penyusunan
Ranperdsa;
Naskah  Akademik dan  draft
Ranperda dari Perangkat Daerah
pemrakrasa;

Surat Bupati permohonan
harmonisasi ke  Kemenkumham
Kanwil Jateng,

Undangan rapat paripurna
penyampaian Ranperda;

Undangan public hearing;

Undangan pandangan umum fraksi
dan pendapat Bupati;
Surat Bupati perihal penyampaian

jawaban Bupati atas pandangan
umum fraksi;

. Undangan pembahasan Ranperda

dengan Pansus DPRD dan Perangkat
Daerah terkait;




N

KOMPONEN

URALIAN

‘Surat Bupati permohonan Fasilitasi

kepada Biro Hukum Setda Prov
Jateng;dan

. Surat Bupati permohonan Noreg

kepada Biro Hukum Setda Prov
Jateng.

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

a.

Pembahasan Propemperda antara
Bapemperda dengan eksekutil
(Bagian Hukum);

Penetapan surat keputusan
propemperda;

Masuk aplikasi SIMPROKUDA untuk
didokumentasikan prosesnya dan
diagenda masuk secara digital serta
mendapat lembar disposisi dan teliti
secara otomatis;

Rapat harmonisasi Ranperda dengan
Kemenkumham Kanwil Jateng,
Rapat  paripurna PEMYAM PAIATN
Ranperda dari Bupati kepada Ketua
DPRD;

Rapat public hearing ranperda;

Rapat Paripurna penyampaian
pandangan umum  fraksi dan
pendapat Bupati terhadap ranperda;
Penvampaian jawaban bupati atas
pandangan umum fraksi terhadap
ranperda;

Pembahasan antara Pansus DPRD
dengan Bagian Hukum  dan
Perangkat Daerah terkait;

Rapat fasilitasi dengan Biro Hukum
Setda Provinsi Jawa Tengah;

Revisi dan/fatau penyesuaian dengan
hasil fasilitasi Biro Hukum Setda
Prov Jateng;

Finalisas: ranperda;

Persetujuan bersama Bupati dan
DPRD atas Ranperda final;
Permohonan Noreg kepada Biro
Hukum Setda Prov Jateng;

Paral koordinasi,

Penetapan dan Pengundangan Perda;
Penyampaian Peraturan  Daerah
kepada Gubernur Jateng;




NO KOMPONEN URAIAN
r. Scan dan arsip Peraturan Daerah
kemudian diunggah di
jdih. boyolali.go,id.
'3 |Jangka waktu | 2 {dua) bulan
pelayanan
4 | Biaya/ tarif Gratis
5 | Produk pelayanan | Peraturan Daerah
6 | Penanganan ‘bagianhukumboyolali@gmail.com
pengaduan, saran, | hukum.setda@boyolali.go.id
dan masukan jdih.bovolali go.id
simprokuda. boyolali.go.id
@idihboyolak
B. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pelayanan di internal organisast fmanufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang

Momor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tlentang

Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

c. Peraturan Daecrah Kabupaten Boyolali
Nomor & Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam  Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;,




NO KOMPONEN URAIAN
¢. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Dacrah
Kabupaten Boyolali;dan
[. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30
Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyusunan Program Pembentukan
Peraturan Daerah.

2 Sarana dar | a. Koneksi internet;
prasarana b. Meja;
dan/atau fasilitas | c. Kursi;

d. komputer/laptop,
e. ATK:dan
f. Buku Peraturan perundangan.

3 | Kompetensi a. Sarjana hukum dan/atau JFT
pelaksana Perancang Perundang-undangan;

b. mampu mengoperasikan komputer
dan internet;

. mampil memahami substansi
peraturan perundang-undangan;

d. menguasan  teknik  penyusunan
peraturan perundang-undangan
(legal drafting);

e, teliti dan cermat.

4 Pengawasan 7 Pengawasan oleh atasan langsung
internal dengan konsisten dalam memberikan

teguran dan sanksi sckaligus arahan

solutif,

5 |Jumlah pelaksana |4 (empat) Orang

& |Jaminan a. Akses pelacakan proses layanan
pelayanan melalui website

b. Akses arsip digital produk hukum
melalui website jdib, boyolali.go.id.

7 | Jaminan Produk hukum sesuai dengan ketentuan
keamanan dan | peraturan perundang-undangan.
keselamatan
pelayanan

8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan melalui
pelaksana Surven Kepuasan Masyvarakat secara

berkala




6. pelavanan fasilitasi penyusunan produk hukum peraturan Bupati

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
penvampaian pelayanan fservice delivery), meliputi:

Persyaratan
Pelayanan

.

Keputusan Bupafti tentang
Pembentukan Tim  Pembahasan
Ranperbup,;

Surat Pengantar dan Perangkat
Dacrah kepada Kabag Hukum
perihal Permohonan Koreksi
Ranperbup;

Rancangan Peraturan Bupat:;
Lembar disposisi dan teliti;dan

Surat pengantar fasilitasi.

Sistem,
mekanisme,

plo & o

Masuk apl.i]-:a.;l' SIMPROKUDA untuk
didokumentasikan prosesnya dan
diagenda masuk secara digital serta
mendapat lembar disposisi dan teliti
secara olomatis;

Proscs korcksi Kabag Hulkum;

Proses korcksi Kasubbag Perundang-
undangan/JFT Perancang
Perundang-undangan;

Revisi oleh JFT Perancang
Perundang-undangan  atau  staf
Bagian Hukum dan koordinasi
dengan Perangkat Daerah
Pemrakarsa,

Rapat pembahasan ranperbup dan
finalisasi antara Tim Pembahasan
Ranperbup;

Permochonan fasilitasi ranperbup ke
Biro Hukum Setda Provinsi Jawa
Tengah;

Revisi dan/atau penyesuaian dengan
hasil fasilitasi;

ACC Kabag Hulkum;

Paraf koordinasi;

Penetapan dan Pengundangan
Perbup,

Scan dan arsip kemudian diunggah
di jdih. boyolali.go.id.




N KOMPONEN URAIAN
3 |Jangka waktu | | (satu) bulan
pelayanan
4 | Biaya/ tanf Gratis
5 | Produk pelayanan | Peraturan Bupati
& | Penanganan hukum i il.com
pengaduan, saran, | hukum.setda@boyolali.go.id
dan masukan idih. bovolali.po.id
simprokuda. boyolali.go.id
@jdihboyalah
B. | Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proscs

pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubashan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menternn Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor B0
Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;dan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretanat Daerah
Kabupaten Boyolali.




N KOMPONEN URAIAN
2 g e dan | a. Koneksi internet;
prasarana b. Meja;
dan/atau fasilitas | c. Kursj;
d. komputer/laptop;
e, ATK;dan
f. Buku Peraturan perundang-
undangan
3 | Kompetensi a. Sarjang hukum dan/atau JFT
pelaksana Perancang Perundang-undangan;
b, mampu mengoperasikan komputer
dan internet,;
C. mampu memahami substansi
peraturan perundang-undangan;
d. menguasai teknik  penyusunan
peraturan perundang-undangan
(legal drafting);dan
e, teliti dan cermal, )
4 | Pengawasan Pengawasan oleh atasan langsung
internal dengan konsisten dalam memberikan
teguran dan sanksi sekaligus arahan
solutif.
5 |Jumlah p:éia]-:amm 4 (empat] orang
6 |Jaminan a. Akses pelacakan proses layanan
pelayanan melalu website
simprolkuda boyolali go.id;
b. Akses arsip digital produk hukum
melalui website jdih.bovolaligoad. |
7 | Jaminan produk hukum sesuai dengan ketentuan
keamanan dan | peraturan perundang-undangan;
kesclamatan
[pelayanan
& | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan melalui |
'pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat secara
berkala

7. pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum Keputusan Bupati

' NO

KOMPONEN

URAIAN

A,

Komponen Standar Pelavanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

Persyaratan
Pelayanan

a. surat pengantar dar Perangkat
Dacrah  kepada Kabag Hukum
perinzl Permohonan Koreksi

Keputusan Bupati;




NO

KOMPONEN

URAIAN

rancangan keputusan bupati;

lembar disposisi dan telit;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran
kegiatan;dan
data dukung
diperlukan).

lainnya  (jika

Sistem,
mekanisme,
prosedur

dan

Masuk apﬁlms?i' SIMPROKUDA untuk
didokumentasikan prosesnya dan
diagenda masuk secara digital serta
mendapat lembar disposisi dan teliti
secara otomatis;

Koreksi Kabag Hukum;

Koreksi Kasubbag Perundang-
undang;/ JFT Perancang perundang-
undangan;

Revisi dan  koordinasi dengan
Perangkat Dacrah pemrakarsa;

ACC Kabag Hukum;
Paral koordinasi;
Penetapan dan
Keputusan Bupati;dan

h. Scan dan arsip oleh JDIH

. PENOMoran

Jangka wakiu
pelavanan

1 (satu) hari

Biaya/ tarif

Gratis

Produk pelayanan

Keputusan Bupati

Penanganan
pengaduan, saran,
dan masukan

L[]

bagianhukumboyolali@egmail com
hukum.setdajiboyolali. go.id
jdih.boyolali.go.id

simprokuda. bovolali.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal orgamsasi fmanufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tehun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;




NO

KOMPONEN

b.

URAIAN

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelalksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negerd
Nomor &0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomar 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;dan

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70

Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali.

Sarana dan

PTrasHErana

l dan/atau fasilitas

aopop

e

. Koneksi interner;
- Meja;

Kurs:;

. komputer/ laptop,
. ATK dan

Buku Peraturan perundangan.

3

Kompetensi
pelaksana

3

e,

Sarjana bhukum dan/atau
Perancang Perundang-undangan;
mampu mengoperasikan komputer
dan internet;

mampu memahami substansi
peraturan perundang-undangan;
Mmenguasai tcknik  penyusunan
peraturan perundang-undangan
(legal drafting);dan

teliti dan cermat.

JFT

Pengawasan
internal

Jumlah pelaksana

Penpgawasan

oleh atasan langsung

denpgan konsisten dalam memberikan
teguran dan sanksi sekaligus arahan
solutif.

4 tempaij Orang

Jaminan
pelayanan

. Akses pelacakan proses mﬁn—

melalui website
simprokuda. boyolali.go.id;
Akses arsip digital produk hukum

melalui website jdih.boyolali.go.id.




NO KOMPONEN URAIAN
7 Jaminan Produk hukum sesuai dengan ketentuan
keamanan dan | peraturan perundang-undangan;
kesclamatan
pelayanan
8 | Evaluasi kinerja Melakukan cvaluasi pelayanan melalui
pelaksana SKM secara berkala

8. pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum keputusan
Sekretaris Daerah

NO KOMPONEN URAIAN

A. | Komponen Standar Pelayanan }ra.n-g_ terkait dengan proscs
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

1 | Persyaratan a. surat pengantar dan Perangkat
Pelayanan Daerah kepada Kabag Hukum
‘ perihal Permohonan Koreksi

Keputusan Sekda;

b. Rancangan keputusan Sekretaris
Daerah;,

c. DPA kegiatan;

d. lLembar disposisi dan teliti;dan

e. Data dukung lainnya (jika
diperlukan).

2 | Sistem, a. masuk aplikasi SIMPROKUDA
mekanisme, dan untuk didokumentasikan prosesnya
prosedur dan diagenda masuk sccara digital

serta mendapat lembar disposisi |
dan teliti secara otomatis;
. koreksi Kabag Hukum;
c. koreksi Kasubbag/JFT Perancang
’ perundang-undangan;
d. revisi dan koordinasi dengan
Perangkat Dacrah pemrakarsa;
e. ACC Kabag Hukum;
f. paral koordinasi;
B- penelapan dan penomoran
Keputusan Sekda;dan
h. secan dan arsip oleh JDIH Bagian
Hukum.

3 |Jangka waktu | 1 (satu) hari
pelayanan

4 | Biaya/ tarif Gratis




o

KOMPONEN

URAIAN

| ,Produk pelayanan

Keputusan Sekretaris Daerah

Penanganan
pengaduan, saran,
dan masukan

bagianhukumboyolali@email.com
h m.setdafabovolali.go.i

idih, boyolali go.id

simprakuda. boyolaligo.id
aidihbovolali

Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliput:

L g

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 12 Tabun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
schagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentulkan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menterni Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;dan

d. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali;

Sarana dan
prasarana

dan/atau fasilitas

Koneksi internet;
Meja;

Kursi;

komputer [ laptop;
ATK;dan

e TP

i

f. Buku Peraturan perundangan.




NO KOMPONEN URAIAN

3 | Kompetensi a. Sarjana hukum dan/atau JFT
pelaksana Perancang Perundang-undangan;

b. mampu mengoperasikan komputer
dan internet;

C.  mampu memahami gubstansi
peraturan perundang-undangan;

d. menguasai  teknik  penyusunan
peraturan perundang-undangan
(legal drafting];dan

e. teliti dan cermat.

4 | Pengawasan Pengawasan oleh atasan langsung
Jinternal dengan konsisten dalam memberikan

teguran dan sanksi sekalipus arahan

solutif,

'5 | Jumlah pelaksana | 4 (empat) Orang
Jaminan a. Akses pelacakan proses layanan
pelayanan melalui website

simprokuda, bovelal.go.id;

b, Akses arsip digital preduk hukum
melalui website jdih. bovolali.go.id.

7 | Jaminan Produk hukum sesuai dengan ketentuan
keamanan dan | peraturan perundang-undangan
keselamatan

| pelayanan

8 | Evaluasi kinerja Melalukan evaluasi pelayanan melalui
pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat secara

berkala

9. pelayanan fasilitasi penanganan kasus hukum secara litigasi di

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan pemerntah Kabupaten Bovolali

NO|  KOMPONEN URAIAN
A. JHG‘I]‘IFI'GIIEH Standar Pclayansn yvang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi:
1 Persyaratan Adanya gugatan
Pelayanan
2 | Sistem, a. Menerima disposisi dari Bupati/Walkl
mekanisme, dan Bupai untuk mewakili dalam
prosedur penyelesaian gugatan kepada
Pemerintah Kabupaten;
b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada
| Perangkat Daecrah yang menerima

gugatan mengajukan permohonan
pendampingan Penyelesaian Perkara




NO

KOMPONEN

URAIAN

Tata Usaha Negara kepada Bupati cq.

Sckrelaris Dacrah, dilampin:

1) Fotokopi Relaas Panggilan Sidang
di Pengadilan Tata Usaha Negara;

2] Fotokopi Gupatan Vang
diterima;dan

3} Resume perkara dalam gugatan;

. Disposisi Sekretaris Daerah kepada

Bagian Hukum Setda untuk
dilakukan kajian dan telaah alur
perkara dalam Gugatan,

. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pengaju

membuat Surat Kuasa Khusus
dengan kedudukan Pengaju sebagai
Pemberi Kuasa dan Tim dari Bagian
Hukum Setda sebagai Penenma

Kuasa;

. Bagian Hukum menyusun Keputusan

Bupati tentang Pembentukan Tim
Kuasa Hukum untuk penanganan
perkara vang diajukan dengan Jangka
waktu bertugasnya Tim Kuasa Hukum
mulai dari  diterimanya  relaas
panggilan sampai dengan
diterbitkannya Putusan yang
Berkekuatan Hukum Tetap (mula
dari  Peradilan Tingkat Pertama
sampai dengan Tingkat Kasaai);

. Pegawai Negeri  Sipil Pengaju

didampingi Tim Kuasa Hukum Bagian
Hukum Setda dapat menghadin
Sidang di Pengadilan Tata Usaha
Negara mulai dan tahapan:

1} Dismissal;

4} Pembacaan/ Penyerahan Gugatan;
3} Jawaban Gugatan;

4 Replik;

5) Duplik;

&) Pembuktian;

7} Pemeriksaan Saksi;

8} Kesimpulan; dan

9) Putusan

. Bila Para Pihak menerima putusan,

Majelis Hakim maka  perkara
dinyatakan mkracht;

.Bila Keberatan, Para Pihak dapat

mengajukan Banding;




NO KOMPONEN URAIAN
I i. Bila pada tahapan Banding sudah
diputus namun Para Pihak keberatan,
Para Pihak dapal mengajukan Kasasi;
dan
j. Bila pada tshapan Kasasli sudah
diputus namun Para Pihak keberatan,
Para Pihak dapat mengajukan
Peninjauan Kembali,
3 | Jangka waktu | Tidak bisa ditentukan (Na — not
pelavanan applicated)
4 | Biaya/ tant Gratis
Produk pelayanan | Dokumen Keputusan Pengadilan
Penanganan a. Petugas pada Subbag bantuan hukum
pengaduan, saran, |b. Telepon (0276) 321021
dan masukan e, Email
bagianhukumboyolaliagmail. com
B. | Komponen Standar Pelavanan vang terkait dengan proses

pelayanan di internal organisast fmanufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) saebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudulkan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Dacrah Kabupaten Boyolali Tahun
2018 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketign Atas Peraturan Bupati Nomor
25 Tahun 2018 tentang Kedudukan,




NO KOMPONEN URAIAN
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Dacrah Kabupaten Boyolali Tahun
2021 Nomor 3); dan
c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pada Sckretariat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Nomor 70).
2 |«Sarana dan | a. Koneksi internet;
prasarana b. Meja;
danfatau fasilitas | ¢. Kursi;
d. komputer/laptop;
e, ATK;dan
[. Buku Peraturan perundangan.
3 | Kompetensi PNS dengan gelar minimal Sarjana
pelaksana Hukum
4 | Pengawasan Pengawasan oleh atasan langsung
internal dengan konsisten dalam memberikan
leguran dan sanksi sekaligus arahan
sohutif,
5 |Jumlah pelaksana | 5 (limg) Orang
& |Jaminan Pelayanan dalam persidangan sampai
pelayanan dengan perkara inkrachr
L? Jaminan Kerahasiaan
keamanan dan
kesclamatan
pelayanan |
8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan melalu
pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat secara
berkala




10. pelayanan penanganan kasus hukum secara litigasi di Pengadilan
Megeri di bidang perdata untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah Kabupaten Boyolali

NO KOMPONEN URAIAN

A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pma:?
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

1 | Persyaratan Adanya gugatan
Pelayanan 'y

2 | Sistem, a. Menerima disposisi dari Bupati/Wakil
mekanisme, dan Bupati untuk mewakili dalam
Jprosedur penyelesaian gugatan kepada

Pemerintah Kabupaten;

b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada
Perangkat Daerah yang menerima
gugatan mengajukan permochonan
pendampingan Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Negeri kepada Bupati
oq. Sekretaris Daerah, dilampiri:

1) Fotokopi Relaas Panggilan Sidang
di Pengadilan Negeri;

2) Fotokopi Gugatan yang
diterima;dan

4) Resume perkara dalam gugatan:

¢. Disposisi Sekretaris Dacrah kepada

Bagian Hukum  Setda  untuk

dilakukan kajian dan telash alur

perkara dalam Gugatan;

d. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pengaju
membuat  Surat Kuasa  Khusus
dengan kedudukan Pengaju sebagai
Pemberi Kuasa dan Tim dari Bagian
Hukum Setda sebagai Penerima
Kuasa;

e. Bagian Hukum menyusun Keputusan
Bupalti tentang Pembentukan Tim
Kuasa Hukum untuk penanganan
perkara yang diajukan dengan Jangka
waktu bertugasnya Tim Kuasa Hukum
mulai  dari  diterimanya relaas
panggilan sampai dengan
diterbitkannya Putusan yang
Berkekuatan Hukum Tetap (mulai
dari Peradilan Tingkat Pertama

i sampai dengan Tingkat Kasasi);




NO KOMPONEN URAIAN
. Pegawai  Negen Sipil Pengaju
didampingi Tim Kuasa Hulkum Bagian
Hukum Sctda dapat menghadiri
Sidang di Pengadilan Negeri mula
dari tahapan:
1] Dismissal;
2] Pembacaan/Penyerahan Gugatan;
3] Jawaban Gugatan;
4] Replik;
5] Duplik;
6] Pembuktian;
7] Pemerksaan Saksi;
. 8] Kesimpulan; dan
9 Putusan:
. Bila Para Pihak menerima putusan,
Majelis  Hakim  maka  perkara
dinyatakan inkrocht;
. Bila Keberatan, Para Pihak dapat
mengajukan Banding;
Bila pada tashapan Banding sudah
diputus namun Para Pihak keberatan,
Para Pihak dapat mengajukan Kasasi;
dan
. Bila pada tahapan Kasasi sudah
diputus namun Para Pihak keberatan,
Para Pihak dapat mengajukan
Peninjauan Kembali,
3 |Jangka waktu | Tidak bisa ditentukan (Na - not
pelayanan applicated)
4 | Biaya/ tanf Gratis
5 | Produk pelayanan | Dokumen Keputusan Pengadilan

Penanganan
pengaduan, saran,
dan masukan

. Petugas pada Subbag bantuan hukum
b. Telepon (0276 321021
c. Email

bagianhukumboyolali@gmail. com




NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi jmanufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a, Undang-Undang MNomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25

Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keja Perangkat
Dacrah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2018 Nomor 25) sebapgaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolalh Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nemor
25 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2021 Nomor 3); dan

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70

Tahun 2019 tentang Uraman Tugas
Jabatan Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Nomor 70).

Sdarana dan
prasarana
danfatau fasilitas

1} Koneksi internet;

2} Meja;

3} Kursi;

4} komputer/laptop;

5) ATK;

6] Buku Peraturan perundangan.




NO KOMPONEN URAIAN
3 | Kompetensi PNS dengan gelar minimal Sarjana
pelaksana Hukum
4 | Pengawasan Pengawasan oleh atasan langsung
internal dengan Konsisten dalam membenkan
teguran dan sanksi sckalipus arahan
solutif,
5 |Jumlah pelaksana | 5 (lima) Orang
6 | Jaminan Pelayanan dalam persidangan sampai
| pelayanan dengan perkara inkracht
7 |Jaminan Kerahasiaan
lkeamﬂ.nan dan
keselamatan
g pelayanan
8 | Evaluasi kinerja Melalkukan evaluasi pelayanan melalu
pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat sccara
berkala
11. pelayanan penanganan kasus hukum secara non ltgas fasilitasi

kesepakatan bersama/ perjanjian kerjasama

L —

= e — L LR

NO KOMPONEN URAIAN
“:_“ﬁ_r.:'impnnen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:
1 Persyaratan Pﬂng:jhnﬁréﬂ Kesepakatan Bersama
Pelayanan atau Draft Perganjian Kegasama olch
Perangkat Daerah pemrakarsa/Pemohon
4 |"Sistem, a. Mengajukan permohonan
mekanisme, dan Kesepakatan Bersama atau
prosedur Perjanjian Kerjasama kepada Bupat

eq. Sekretans Daerah, dilampiri:
1) Draft Kesepakatan Bersama atau
Perjanjian Kerjasama;dan

2) Resume substansi tujuan
pelaksanaan Kesepakatan
Bersama atau Perjanjian
Kerjasama;

Permohonan akan di disposisi ke Tim
Kerja Sama Daerah VAng
beranggotakan Kabag Hukum, Kabag
Tata Pemerintahan, Kasubbag
Bantuan Hukum dan Kasubbag
Kerjasama dan Otonomi Daecrah

guna dilakukan koreksi;

—




| NO

KOMPONEN |

URAIAN

Koreksi dikembalikan lagi kepada
Perangkat Daerah  pemrakarsa/
Pemohon Kesepakatan Bersama atau
Perjanjian Kerjasama untuk
dilakulean perbaikan dengan
berkoordinasi bersama Pihak Ketign
gsampai dengan ace oleh Tim;

Draft Kesepakatan Bersama atau
Perjanjian Kerjasama yang sudah acc
diajukan Coll/Paraf kepada Kepala
Perangkat Daerah  Pemrakarsa,
Kepala Bagian Hukum, Kepala
Bagian Tata Pemerintahan, Asisten
Sekda, dan Sekda;dan

Dilakukan Penandatanganan untuk
Kesepakatan Bersama antara Bupati
dengan Pihak Ketiga, dan untuk
Perjanjian Kerjasama antara Kepala
Dinas Pemrakarsa/ Pemohon dengan
Pihak Ketiga.

=

Jangka waktu
pelayanan

Tidak bhisa ditentukan (Na
applicated)

not

Biaya/ tarif

Gratis

Produk pelayanan

Dokumen Kesepalkatan bersama/ '

Perjanjian kerjasama

Penanganan

pengaduan, saran,
dan masukan

a. Petugas pada Subbag bantuan hukum
b, Telepon (0276) 321021

c. Email

bagianhukumboyolaliggmail. com

B.

Komponen Standar

Pelayanan yang lterkail dengan proses

pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
[(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomaor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);




NG

KOMPONEN

URAIAN

b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Dacrah Kabupaten Boyolali (Berita
Dacrah Kabupaten Bovolali Tahun
2018 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketigan Atas Peraturan Bupati Nomor
23 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Dacrah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Bovolali Tahun
2021 Nomor 3); dan

¢. Peraturan Bupati Boyelali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali [Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Nomaor T0).

Sarana
prasaransa
dan/atau fasilitas

dan

Koneksi internet;
Meja;

Kursi;
komputer/laptop;

ATK;dan

Buku Peraturan perundangan.

mEas o

‘Kompetensi
pelaksana

PNS  dengan gelar minimal Sarjana
Hukum

Fengawnsan_
internal

Penpawasan oleh atasan  langsung
dengan konsisten dalam memberikan
teguran dan sanksi sekaligus arahan
solutf.

Jumlah pelaksana

9 (Lima) Orang

Jaminan
pelayanan

Dokumen Kesepakatan bersama /
Perjanjian kerjasama sesusi dengan
peraturan yang berlaku

Jaminan
keamanan
kesclamatan

pelayanan

dan

Kerahasiaan




URAIAN

NO KOMPONEN
8 | Evaluasi kinerja
pelaksana

Melakukan evaluasi pelayanan melalui
Survei Kepuasan Masyarakat secara
berkala

——

12, pelayanan penanganan kasus hukum secara non litigasi fasilitasi dan

konsultasi bidang hukum

NO| KOMPONEN URAIAN

A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan {service delivery), meliputi:

1 | Persyaratan Pegawai Negeri Sipil atau Masyarakat
Pelayanan vang datang berkonsultasi ke Bagian
' Hukum B

2 | Sistem, a. Pegawai Negeri Sipil atau Masyarakat
mckanisme,  dan datang berkonsultasi ke Bagian
prosedur Hulkum;

b. Pegawai Negeri Sipil atau Masyarakat
menjelaskan permasalahan Hukum
dari awal sampal dengan akhur;

c. tim dari Bagian Hulum skan
mengkaji dan menganalisis
permasalahan Hukum;dan

d. dari hasil kajian dan analisis, Tim
Bagian Hukum memberikan masukan
dan saran ferkait permasalahan
hukum tersebut.

3 ||-_Ia_ngka wakiu | Tidak bisa ditentukan (Na - rnot|
| pelayanan applicated)

4 | Biaya/ tarif Gratis _

5 | Produk pelayanan | Masukan/saran terkait permasalahan |

hukum

& | Penanganan a. Petugas pada Subbag bantuan hukum
pengaduan, saran, |b. Telepon (0276) 321021
dan masukan

. Email
bagiarnhukumboyolabiagmail com




NC)

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

=]

Dasar Hukum

Sarana dan '

prasarana
dan fatau fasilitas

SRS

.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemhbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587] schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 2435, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63573);

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25

Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolah (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2018 Nomor 25]) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolalih Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
25 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2021 Nomor 3); dan

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70

Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali {Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Nomaor 70).

Konecksi internet;

Meja;

Kursi;

komputer/laptop;

ATK dan

Buku Peraturan perundangan.




NO KOMPONEN URAIAN
3 | Kompetensi PNS dengan gelar minimal Sarjana
pelaksana Hukum
4 | Pengawasan Pengawasan oleh atasan langsung
internal dengan konsisten dalam memberikan
teguran dan sanksi sckaligus arahan
solutif.
5 |Jumlah pelaksana |5 (Lima) Orang
B | Jaminan Dokumen  Kesepakatan  bersama/
pelayanan Perjanjian kerjasama sesual dengan
peraturan yang berlaku
7 |Jaminan Kerahasiaan
Jkeamanan dan
keselamatan
pelayanan
B | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan melalui
pelaksana Surver Kepuasan Masyarakat secara
berkala

13. pelayanan peminjaman dokumen produk hukum

NO KOMPONEN URAIAN

A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

1 Persyaratan Identitas Peminjam (asli dan fotakopi )
Pelayanan

2 Sistem, a. Proses Peminjaman
mekanisme, dan 1) datang ke Perpustakaan JDIH;
‘prosedur 2) memilih dokumen produk hukum

sesuai katalog  buku  koleksi
perpustakaan;

3) memberikan daftar dokumen yang
akan dipinjam kepada petugas;

4) jika dokumen tersedia, petugas
akan menyiapkan dokumen
dimaksud;dan

5) mengisi data Buku Pinjam
Perpustakaan  JDIH {tanggal
pinjam, peminjam / PERANGEAT
DAERAH, nomor induk, judul).

b. Proses Pengembalian

1) datang ke Perpustakaan JDIH
membawa dokumen yang
dipinjam;




NO) KOMPONEN LURAIAN
2) petugas melakukan pnngcm:kﬂ.n—
kelengkapan dokumen sesuai data
yvang ada pada Buku Pinjam;dan
3) jika dokumen lengkap, mengisi
data Buku Pinjam Perpustakaan
JDIH (tanggal Kembali, paraf).
3 | Jangka waktu | 10 (sepuluh) menit
pelayanan
¢ | Biaya/ tarif Gratis
5 | Produk pelayanan | Dokumen produk hukum o

6 | Penanganan a. Petugns perpustakaan JDIH
pengaduan, saran, | b, Telepon (0276) 321021
‘dan masukan c. Email bagianhukumboyolali gmail.com
B. | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses

pelayanan di internal organisasi (manwfacturing), meliputs;

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23

Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolalh Tahun
2018 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Bovolali Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nemor
25 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah EahuEaten Boyvolahh Tahun




NO KOMPONEN “URAIAN
) 2021 Nomor 3):dan
¢, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Nomor 70).
2 | Sarana dan | a. Koneksi internet,
prasarand b. Meja;
dan/atau fasilitas | c. Kursi;
d. komputer/laptop,
e. ATK:dan
f. Buku Peraturan perundangan.
'3 |'Kompetensi PNS dengan gelar minimal Sarjana
pelaksana Hukum
4 | Pengawasan Pengawasan oleh atasan langsung
internal dengan Konsisten dalam memberikan
tepuran dan sanksi sckaligus arahan
solutif,
o |Jumlah pelaksana |5 (lima)
6 | Jaminan Pelayanan cepat
pelayanan
7 | Jaminan Dokumen produk hukum Yang
keamanan dan | disediakan bersifat otentik
keselamatan
pelayanan
'8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan melalui
pelaksana Surveli Kepuasan Masyarakat secara
berkala

14, Pelayanan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkail dengan proses
penyampaitan pelayanan (service delivery) , meliputi:

| Persyaratan

Pelayvanan

Permasalahan konflik pertanahan




NO|  KOMPONEN URAIAN
2 | Sistem, a. Bupati menerima Pengaduan dari
mekanisme,  dan masyarakat;
prosedur b. Bagian Pembangunan mengadakan
pembahasan / pencermatan /kajian
dgn PERANGEAT DAERAH Terkait;
¢. Berdasar hasil rapat/ kajian
melakukan medias: dan fasilitasi;
d. Koordinasi dengan pemerintah
desa /kelurahan;dan
e. Bila belum ada titk temu dengan
mediasi dan [asilitasi didorong untuk
menyelesaikan secara hukum dengan
segala konsekuensinya,
'3 |Jangka wakiu | Tidak bisa ditentukan (Na - not
Jpelayanan applicated)
4 | Biaya/ tarif Gratis
5 | Produk pelayanan | Fasilitas: penyelesaian konflik N
& | Penanganan Pembangunan.setdag@boyalali go.id
pengaduan, sardn,
dan masukan
B. | Komponen Standar Feiayanﬂ:n' yvang terkait dengan proses

pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

B

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587)
scbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573];
Peraturan Bupati Boyvolalli Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali;dan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 235
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Peranghkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2018 Nomor 25) scbagaimarnia telah




NO|[  KOMPONEN URAIAN
diubah beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 ientang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja  Perangkat Dacrah
Kabupaten Bovolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021
Nomaor 3).
2 |Sarana dan| 1) Komputer;
prasarana 2} Prnnter;
dan/atau fasilitas | 3] ATK;
: 4) Ruang Rapat;
5) kendaraan operasional.
3 | Kompetensi PNS dengan gelar mmimal Sarjana
pelaksana
4 | Pengawasan pengawasan olch atasan langsung
internal dengan memberikan teguran dan sanksi
jika ada penyalahgunaan
Jumlah pelaksana |3 (Tiga) orang
B | Jaminan “Melayani tanpa gratifikasi”
pelayanan
7 | Jaminan “Bebas intimidasi”
keamanan dan |
keselamatan
pelayanan
8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan melalui
Jpelaksana Survei Kepuasan Masyarakat ﬂecaral
berkala |
15. pelayanan rekomendasi hak atas tanah Negara
NO | KOMPONEN URAIAN
A. | Komponen Eltanﬂa.r-F'clayﬂnan vang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service deltvery), meliputi:

Persyvaratan
Pelayanan

a. pemohon menguasal dan
menggunakan/memanfaatkan tanah
Negara yvang di mohon;

b. data vuridis dan data fisik tanah;dan
., status tanah tidak dalam sengketa,

konflik atau perkara.




I NO

C KOMPONEN

Sistem,
meckanisme,
prosedur

dan

URAIAN

Bupati Membentuk Tim Tingkat
Rabupaten;

Pemohon mengajukan kepada Kepala
Desa/Lurah;

Kepala Desa/Lurah membentuk Tim
Desa/Kelurahan,

Tim Desa melakukan peneliian dan |
peninjauan lokasi,

Tim Desa/Kelurahan melakukan
rapal berita acara hasil rapat
disampaikan bupati dan Kepala
Desa/Lurah  menerbitkan  Surat
Keterangan Tanah wyang akan
berlaku bila sudah mendapat
Rekomendasi Bupati (paling lambat
14 Hari);

Berdasar Surat
rekomendasi dan
Desa,/Lurah dari Tim Kabupaten
melakukan penenlitian data
administrasi dan cek lokasi;

Tim melaporkan kepada Bupat
dengan Nota Dinas;dan
Berdasarkan Nota Dinas Bupat
memberikan rekomendasi atau tidak
memberikan rekomendasi.

Permohonan

Kepala

Jangka waktu

pelayanan

42 (empat puluh dua) hari kerja

Biaya, tarif

Gratis

Produk pelayanan

Berita Acara dan Rekomendasi Bupati

JPrenanganan

pengaduan, saran,
dan masukan

Pembangunan.setda@boyolali.go.id

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelavanan di internal organisasi fmanufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 74
Tahun 2020 tentang Pemberian
Rekomendasi Untuk Permohonan
Hak atas Tanah Negara di Kabupaten
Bayolali

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Urailan Tugas
Jabatan pada Sckretariat Daerah
Kabupaten Boyolalijdan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan, |




NO *  KOMPONEN URAIAN
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi sertn Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2018 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja  Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021
" Nomor 3).
2 | Sarana dan | 1) Komputer;
prasarana 2} Printer;
dan/atau fasilitas | 3) ATK:
4} Ruang Rapat;
5) kendaraan operasional.
3 | Kompetensi PNS dengan gelar minimal Sarjana
pelaksana
4 | Pengawasan pengawasan oleh atasan langsung
internal dengan memberikan teguran dan sanksi
jika ada penyalahgunaan
5 |Jumlah pelaksana | 3 (Tiga) orang
& |Jaminan “Melayani tanpa gratifikasi”
pelayanan
7 | Jaminan ' “Bebas intimidasi”
'keamanan dan
keselamatan
|| pelayanan
8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan melalui
pelaksana Survei hepuasan Masyarakat secara
berkala




16. pelayanan registrasi dan verifikas: penyedia barang/jasa pada layanan
pengadaan secara elektronik Kabupaten Boyolali

=

NO KOMPONEN URAIAN

A. | Komponen Standar Pelavanan yang terkait d-_ungm proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

=

1 | Persyaratan a. Surat Kuasa bagi Pembawa
Pelayanan Dokumen selain Direktur, dicap
bermeierai Rp.10.000,- dan

ditandatangani oleh Direlctur;

b. KTP Direksi/Direktur/Pimpinan
sesual Akta {Asli dan Fotokopi |
Lembar);

c. KTP yang diberi kuasa, jika
dikuasakan (Asli dan Fotokopi 1

[ lembar);

d. NPWP Perusahaan (Asli dan Fotokopi
L lembar});

e. SIUP/IUJK/Perizinan sesuai bidang
masing-masing dan masih berlaku
(Asli dan Fotokopi 1 lembar);

f. TDP/Nomor Induk Berusaha (NIB)
{Asli dan Fotokopi 1 lembar);dan

g. Akta Pendirian Perusahaan dan
Perubahannya jika ada (Asli dan
Fotokops 1 lembar).

2 | Sistem, a. mendaftar secara online di website
mekanisme, dan http:/ /lpse.boyolali.go.id dan Klik
prosedur Menu “Pendaftaran Penyedia®™;

b. masukkan email dan Kode
Keamanan;

' c. buka email perusahaan untuk
melanjutkan pendaftaran pada link
balasan dari Helpdesk LPSE;
d. input data perusahaan dan Klik
“Mendaftar”;
e. lakukan Verifikasi dan Pengaktifan
Akun Penyedia dengan membawa
Berkas Pendukung ke Venhkator
LPSE. Berkas Pendukungnya, yaitu :
1})KTP  Direksi/Direktur/Pimpinan
sesual Akta Perusahaan [Asli dan
Fotokopi 1 lembar);

2) SIUP/TUJK { Perizinan sesuai
bidang masing-masing dan masth




NO |,

KOMPONEN

URAIAN

 berlaku (Asli dan Fotokopi 1
lembar);

3) TDP/ Nomor Induk Berusaha (NIB|
{Asli dan Fotokopi 1 lembar};

4) Akta Pendirian beserta
Perubahannya (Asli dan Fotokopi
1 lembar];

5) Surat Kuasa bagi Pembawa Berkas
bukan Direksi/Direktur/Pimpinan
sesual Akta Perusahaan, dicap
bermeterai  Rp.10.000,-  dan
ditandatangani Direktur;dan

6) KTP wyang diberi kuasa, jika
dikuasakan (Asli dan Fotokopi 1
lembar).

Verifikator LPSE mencrima Berkas

Pendukung dan melakukan

verifikasi, jika berkas belum lengkap

akan dikembalikan lagi ke Penyedia
dan jika berkas sudah lengkap akan
diaktifkan Akun Penyedia LPSE.

Jangka wakiu
pelayanan

Maksimal 10 [sepuluh) menit

Biaya, tarif

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk pelayanan

Userld dan Password untuk akses
aplikasi SPSE pada Website LPSE
Kabupaten Boyolali

Penanganan
pengaduan, saran,
‘dan masukan

a.

Penyampaian pertanyaan, Saran,
aduan dan masukan melalui :
1) Helpdesk LPSE (datang langsung)
2) Telepon (D270) 322499
3) Email
pengadaan. setda@boyolali.go.id
atau ulp.boyolali@gmail.com
4) Aplikasi SPSE di  portal
Ipse.boyolali.go.ad
Penanganan  aduan:  ditanggapi
langsung aleh Helpdesk
dikoordinasikan dengan Verifikator
dan Kepala LPSE




NGO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hulkum

&,

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga LKFP Nomor 14
Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali;

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tabun
2018 Nomor 25) sebagaimana telah
dinbah  beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Boyolah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi seria
Tata Kerja Perangkat Daecrah
Kabupaten Boyolali (Berita Daecrah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021
Momor J).

Sarana dan
Prasarana
dan/atau fasilitas

a.
b.
| &
d.

| =

koneksi internet;
meja;

kwrsi;

komputer;

alat tulis kantor,

Kompetensi
pelaksana

He

b,

Verifikator LPSE yvang mampu :

mengoperasikan  komputer dan
internet;dan

memahami Aplikasi SPSE terutama
Verifikator

.47 -




NO) KOMPONEN URAIAN
4 | Pengawasan a. dilakukan oleh atasan langsung,
internal b. dilakukan oleh APIP;
c. dilaksanakan secara
berkelanjuan;dan
d. konsisten dalam memberikan
teguran dan sanksi.
5 |Jumlah pelaksana |1 (satu) orang sebagai Verifikator LPSE
6 | Jaminan Hepaaﬁan mendapatkan akun LPSE
pelayanan untuk login ke LPSE Kabupaten Boyolali
7 | Jaminan Kerahasiaan akun Penyedia LPSE
keamanan dan
keselamatan
pelayanan B
8 | Evaluasi kinerja Meclakukan evaluasi pelayanan melalui
pelaksana Surve! Kepuasan Masyarakat secard
berkala

17. pelayanan penggunaan dan pendampingan permasalahan aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik

| NO

KOMPONEN

A

A

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penvampaian pelayanan {service delivery), meliputi:

Persvaratan
Pelayanan

Laporan/Pernyataan
aplikasi SPSE

permasalahan

Sistem,
mekanisme,
prosedur

dan

a, pengguna melaporkan permasalahan
kendala teknis melahui  Helpdesk
LPSE;
penatalaksanaan
memeriksa dan menyelesaikan
permasalahan kendala teknis
langsung kepada pengguna,

apahila Helpdesk LPSE tidak dapat
menyelesaikan permasalahan
kendala teknis maka melaporkan
kepada Admin PPE /Sistem;

admin PPE melakukan analisa dan
meyelesaikan permasalahan kendala
telknis;

admin PPE/Sistem = melaporkan
permasalahan dan  penyelesaian
kepada Kepala LPSE;
admin PPE/Sistem

Helpdesk

tidak dapat

menyelesaikan
kendala teknis

permasalahan
maka melaporkan

- 43 -




NO KOMPONEN URAIAN
kepada Helpdesk LKPP untuk
penyelesalannya;

g. kepala LPSE melaporkan
permasalahan kepada Kepala Bagian
apabila diperlukan;dan

h. kepala Bagian Pengadaan
Barang,/Jasa memberikan kebijakan
atas permasalahan,

3 | Jangka waktu | Jangka waktu penyelesaian kendala

pelayanan

leknis  pengguna dilakukan secepat
mungkin dan batas waktu maksimal 5
{lima) hari, apabila kendala tersebut
tidak perlu ditindaklanjuti ke Helpdesk
LKFP

Biava/ tarif

LT

Produk pelavanan

Jasa pendampingan dan penanganan
permasalahan

Penanganan

pengaduan, saran,
dan masukan

Trreraaras

4. Penyampaian pertanyaan, saran,
aduan dan masukan melalui :
1) Helpdesk LPSE (datang langsung)
2] Telepon (0276) 322499
3) Email
atau ulp boyolaliggmail com
4) Aplikasi SPSE di portal
lpse . boyolaligo.id
b. Penanganan  aduan: ditanggapi
langsung oleh Helpdesk
dikoordinasikan dengan Verifikator

dan Kepala LPSE

Komponen Standar Pelavanan vang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7
tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah;

¢. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan
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NO |

KOMPONEN

URAIAN

Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Peraturan Lembagn LKPP Nomor 14
Tahun 2018 tentang Unit Kera
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali;dan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Bovolali Tahun
2018 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah  beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bovolali
Nomor 3 Tabun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja  Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyeolali Tahun 2021
Nomor 3).

Sarana dan
prasarana
dan/atau lasilitas

LU

koneksi internet;
meja;

kursi;

computer;
telepon / faksimili;
email;dan

alat tulis kantor.

Kt;rmp:t:-:;;lf
pelaksana

P

plm mppn op

Helpdesk LPSE ;

1) Diploma 1 {minimal)

2) Memahami Aplikasi SPSE

3) Mampu mengoperasikan komputer
dan mternet

Admm PPE/ Sistem

1) Strata | Teknologi Informatika

4) Memahami Aplikasi SPSE

3) Mampu memahami Sistem
Operasi  Server dan Jaringan
[nternet

Kepala LPSE

Kepala Bagian Pengadaan

Barang/Jasa
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NO KOMPONEN UURAIAN
4 | Pengawasan a. dilakukan oleh Atasan Langsung;
internal b. dilakukan oleh APIP;
¢. dilaksanakan sccara
herkelanjuan;dan
d. konsisten dalam memberikan
teguran dan sanksi.

5 | Jumlah pelaksana | Jumlah personil penyelesaian kendala
teknis pengguna layanan barang/jasa
secara eclektronik sebanyak 4 (empat)
Orang

6 | Jaminan Toratasi permasalahan/kendala teknis

pelayanan aplikasi SPSE _
7 | Jaminan Kerahasiaan data pengguna tetap terjaga
keamanan dan
kesclamatan
pelayanan -

B |'Evaluasi kinerja Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan |
pelaksana setiap 6 (emam) bulan sekali dalam
I pengukuran TKM |

18, pelayanan fasilitasi input

SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan)
NO KOMPONEN LUTRAIAN
A, l{n:;pnn:n Standar Pelayanan yang terkait dengan pnmz;

penyampaian pelayanan [service delivery) , meliputi:

1 | Persyaratan i. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pelayanan Pengguna Anggaran (KPA] harus sudah
mempunyai Akun di aplikasi SIRUP,;
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPE)
harus sudah terdaftar sebagan Akun
PPK di LPSE Kabupaten Boyolah;dan
¢. Rencana Kerja dan Anggaran [(RKA)
PERANGKAT DAERAH.
2 Sistem, Mekanisme Penyusunan Hencana Umum
mekanisme, dan | Pengadaan pada Aplikasi SiRUP versi 2.3
prosedur menurut Entitas PA/KPA dan PPK :

PPK :

1) PPK memohonkan akun PPK
kepada Admin Agency LPSE Kab.
Boyolali {jika belum adal

2} PPK melakukan Login pada
Aplikasi LPSE Kab. Baoyolali
(http:/ /lpse.boyolali.go.id)

3) Pilih Menu Aplikasi E-Procurement
Lainnva

£

s
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NO

KOMPONEN

URAIAN

4) Pilih Tombol Link “SIRUP”

5) Lengkapi isian Form Data yang
tersedia (Pastikan memilih
PERANGKAT DAERAH dengan

tepat)

PA/KPA :

1) PA/KPA melakukan Login di
Aplikasi SIRUP

hitp: / /sirup.lk '

2] Lakukan WVerifikasi PPK dengan
memilih menu KELOLA DATA, pilih
submenu KELOLA PENGGUNA,
lalu klik icon/gambar paling kanan
di kolom action

3) Lakukan pendelegasian
Program/ Kegiatan / Output/ Kompo
nen (PKOK) kepada PPK dengan
cara memilih Menu Kolom Data

4) Lakukan pemilihan sub menu
Kelola PKOK kemudian pilih salah
satu anggaran PRKOK

5) Untuk mengedit PKOK tersebut
pilih PPK pada isian Delegasikan
Kepada lalu klik Simpan

PPK :

1} PPK kembali Login di LPSE Kab.
Boyvolali

2) Pilih Menu Aplikasi E-Procurement
Lainnya

31 Pilih tombaol link SIRUP

4} Pembuatan paket ;

a) Cara Manual
Pilih menu RUP kemudian
pilih Bubmenu Penyedia atau
Swakelola dan  klik tombol
Tambah Paket, kemudian
isikan Form sccara lengkap;

b) Cara I|dentifikasi Pemaketan
[Hasil upload dar SIMDA)
Pilih menu RUP lalu klik
Submenu Rencana Kenja
Anggaran, kemudian pilih
salah satu Kegiatan untuk
diidentifikasi. Identifikasi
pemaketan dilakukan dengan
klik Generate Paket;

¢} Mengisi Form Isian Identifikasi

e .




NO

KOMPONEN

URAIAN

Pemaketan;dan
d) Finalisasi draft paket dengan
memilih menu RUP kemudian
pilih Submenu Penyedia atau
Swakelola, Setelah  memilih
paket yang akan
difinaslisasikan, klik checkbox
(kotak) di kolom FD kemudian
klik twombol Finalisasi Draft
yvang berada dikanan atas
tabel.
d. PA/KPA:
1) PA/KPA login di aplikasi SiRUP
2) Umumkan paket dengan cara
memilih menu RUP kemudian pilih
Submenu Penyedia atau
Swakelola, Pilih paket yang akan
diumumkan dengan cara klik
kotak atau beri tanda check pada
Kolom U  kemudian tombeol
"*Umumkan Paket Penyedia® yang
berada di pojok kanan atas tabel.

Jangka

pelayanan

waktu

Tidak bisa ditentukan ([Na - not
applicated)

Biaya/ taril

CGratis/Tidak Dipungut Biava

Produk pelayanan

Rencana Umum  Pengadaan (RUP)
terumumkan

Penanganan
pengaduarn,
s5aran,
masukan

dan

a. Penyampaian  pertanyasan, saran,
aduan dan masukan melalui :

1) Helpdesk LPSE (datang langsung)
2} Telepon (0276) 322469

atau ulp. bovolaligmail. com
4) Aplikasi SPSE di portal
Ipse. boyolali. po.id
b, Penanganan aduan: ditanggapi
langsung oleh Helpdesk
dikoordinasikan dengan Verifikator |
dan Kepala LPSE




NC

KOMPONEN

URAIAN

-Kl;;npum:n Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manwfacturing), meliputi:

Dasar Hukum

B

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2021 tentang Perubahan  atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14
Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jahatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali;dan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Naerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2018 Nomor 25| sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
25 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Dacrah Kabupaten Boyolali (Berita
Dacrah Kabupaten Boyolali Tahun
2021 Nomaor 3).

Sarana “dan
prasarana

dan/atau fasilitas

a.
b.
|

koneksi internet;
meja; kursi;dan
komputer.

Kompetensi
pelaksana

Pengawasan
internal

Trainer LPSE:

a.
b.

Diploma 11 (minimal);
memahami  Aplikasi  SPSE
Aplikasi SiRUF versi 2.3;dan
mampu mengoperasitkan komputer
dan internet.

dan

-

dilakukan Oleh Atasan Langsung;
dilakukan oleh APIP;
dilaksanakan
berkelanjuan;dan
konsisten dalam memberikan teguran
dan sanksi

BOCATA
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N KOMPONEN URAIAN
5 |Jumlah pelaksana | Jumlah personil Trainer LPSE sebanyak 2
(dua) orang,

6 [Jaminan Terumumkannya Rencana Umum
pelayanan Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP

7 | Jaminan Kerahasiaan data pengguna tetap terjaga
kKeamanan dan
keselamatan
pelayanan

8 |Evaluasi kinerja | Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan
pelaksana gsetiap 6 (enam) bulan sekali dalam

pengukuran IKM

19. pelayanan konsultasi pengadaan barang dan jasa

——

e s R

NO KOMPONEN URAIAN
A. | Komponen Standar Pelayanan yang lerkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:
1 | Persyaratan permohonan  konsultasi  pengadaan
Pelayanan barang/jasa.
2 | Sistem, a. pengguna mengajukan permohonan
mekanisme, dan konsultasi;
prosedur b. penatalaksana pelayanan menerima,
memeriksa dan melaporkan
permohonan konsultasi kepada Kabag
PENGADAAN BARANG /[JASA;

c. Kabag PENGADAAN DBARANG/JASA
mendisposisl kepada Kasubbag
Pembinaan dan Advolkasi;dan

d. Kasubbag pembinaan dan advokasi
menelaah permohonan konsultasi dan
melaksanakan konsultasi.

3 | Jangka waktu | Jangka waktu penyelesaian maksimal 3
pelayanan (tiga) hari kerja
4 | Biaya/ tarif Gratis/Tidak Dipungut Biaya
5 |Produk pelayanan | Konsultasi, pendampingan dan
penanganan  permasalahan  pengadaan
barang/jasa
& Penanganan a. Penyampaian pertanyaan, SArAan,
pengaduan, aduan dan masukan melalhai :
Saran, dan 1) Helpdesk LPSE (datang langsung)
masukan 2] Telepon (0276) 322499
3) Email
pengadaan setda@boyolali.go.id
atau uip.boyolali@email com
9 Aplikasi _ SPSE__di___portl




NO KOMPONEN URAIAN
Ipse. boyolali.go.ad
b. Penanganan aduan: ditanggapi
langsung oleh Helpdesk
dikoordinasikan dengan Verifikator
dan Kepala LPSE
R. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pelayanan di internal organisasi (mamufacturingj, meliputi

Dasar Hulkum

.

b.

C.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2021 tentang  Perubahan  atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7
tahun 2018  tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9
Tahun 2018 (entang Pedoman
Pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa:
Melalui Penyedia;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8
Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola;

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70
Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Boyolali;dan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bovolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2018 Nomor 25) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Peranghkat Daerah Kabupaten Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2021 Nomor 3).
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NO KOMPONEN URAIAN
2 |'Sarana dan |a. koneksi internet;
prasarana b. meja;
dan/atau fasilitas | c. kursi,
d. computer;
e. telepon/faksimuili;
f. alat tubs kantor;dan
g, Peraturan perundangan-undangan
| terkait pengadaan barang/jasa. |
3 | Knmpetensi a, Pramu Layanan Informasi dan
pelaksana konsultansi
1) Diploma [l [Minimal)
2) memahami Peraturan terkait
pengadaan barang/jasa.
3] mampu mengoperasikan komputer
b. Kasubbag Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/jasa,
c. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa
4 | Pengawasarn ' a. dilakukan oleh atasan langsung,dan
internal b. dilakukan oleh Komite Etik.
5 |Jumlah pelaksana  Jumlah personil Konsultasi Pengadaan
Barang/jasa sebanyak 1 (satu) orang,
6 |Jaminan Pemahaman,  Pengetahuan, dan
pelayanan Pemecahan masalah pengadaan
| barang/jasa.
7 | Jaminan Kerahasiaan permasalahan dan data |
keamanan dan | pengguna tetap terjaga
keselamatan
pelayanan I
B | Evaluasi kinerja | Evaluasi Kincrja Pelayanan dilakukan
| pelaksana setiap 6 (enam) bulan sekali dalam
pengukuran [KM

20, pelayanan E-Tendenng

ECIE

URAIAN

A,

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

Persyaratan Pelayanan

-52 -

a. Surat Permohonan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah darn
Perangkat Daerah;

b. Dekumen  Kerangka  Acuan
kerja (KAK]);

¢. Dokumen Harga  Perkiraan
sendin (HPS];

d. Rancangan Kontrak;




NO

KOMPONEN

URAIAN

Dokumen Rencana anggaran
Biaya (RAB|;dan
Softcopy File-File tersebut

Sistem, mekanisme, dan

prosedur

d.

Perangkat Daerah mengajukan
permohonan proses Pengadaan
Barang/Jasa;

Penatataksana Pelayanan

menerima, memeriksa dan

melaporkan permohonan
tersebut kepada Kabag

Pengadaan Barang/Jasa;

Kabag Pengadaan Barang/Jasa

mendisposisi kepada Kasubbag

Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa;

Kasubbag Pelayanan Pengadaan

Barang/jasa menelaah dan

revieu berkas permohonan;

1) Berkas disctujui, Laporan
kepada Kabag Pengadaan
Barang/.Jasa selanjutnya
mepunjuk Kelompok Kerja
(Pokja) pemilihan untuk
dilakukan tender;dan

2} Berkas revisi, laporan
kepada Kabag Pengadaan
Barang/Jasa selanjutnya
menyerahkan berkas

kembali ke Perangkat
Daerah untuk dilakukan

revisi;
Pokia pemilihan melakukan
persiapan dan pelaksanaan
tender.

Jangka
pelayanan

waktu

Jangka waktu penyelesaian 25 (dua
puluh lima) han kerja.

.

C.

1 (satu) hari untik penerimaan
surat  permohonan proses
pengadaan barangfjasa dan
disposisi dari Kabag pengadaan
barang/jasa kepada Kasubbag
Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa;

1 (satu) hari untuk proses
review berkas yvang dimohonkan
tender;

1 (satu) har untuk laporan
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NO |

KOMPONEN

URAIAN

hasil revieu dan disposisi dari
Kabag pengadaan barang/jasa
kepada kelompok kerja
pemilihan;

d. 2 (dua) hari untuk Kelompok
kerja  pemilihan  persiapan
dokumen permnilithan dan
persiapan tender;dan

e. 20 (dua puluh] harn untuk
pelaksanaan tender sampai
pemenang tender.

Biaya/ tarif

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk pelayanan

L]

Fﬂl‘:;iEn.EIIIE tender pengadaan
barang/jasa vang dimjukan
Perangkat Daerah

Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

&. Fenyampﬁ.ian pertanyaan, saran,
aduan dan masukan melalui :
1. Helpdesk  LPSE  (datang
langsung)
2. Telepon (0276) 322499
3. Email
pengadaan. setda@Eboyolali.go.
id atau
4.Aplikasi SPSE di portal
Ipse.boyolali.go.id
b, Penanganan aduan: ditanggapi
langsung oleh Helpdesk
dikoordinasikan dengan
Verifikator dan Kepala LPSE

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

b. Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang perubahan
Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

c. Peraturan Lembaga LKPP Nomor
9 Tahun 2018 tentang Pedoman




NO

. KOMPONEN

URAIAN

Pelaksanasn Pengadan
Barang/Jasa Melalui Penyedia;

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor

70 Tahun 2019 tentang Uraan
Tugas Jabatan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Boyolali;

. Peraturan Bupati Boyolalh Nomor

25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten  Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2018 Nomor 23)
sebagalmana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyelali Nomor
a Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Perataran
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten  Boyolali
(Berita Dacrah Kabupaten
Boyolali Tahun 2021 Nomor 3).

Sarana dan pril.s::}ana
dan/atau fasililas

R ™o a0 TP

koneksl internet;

meja;

kursi;

computer;

telepon/ faksimili;

alat tubs kantor;dan

peraturan perundangan-
undangan terkait Pengadaan
Barang/Jasa.

Kompetensi i:l-:la.lmana

Pokja Pemilihan :

1) Personil ~ ASN, minimal
bersertifikat ahli tingkat
dasar Pengadaan
Barang/.Jasa,

2} Mampu memahami tentang
aturan Pengadaan
Barang/.Jasa;

3) Berdedikasi tinggi;dan

4} Jujur,
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NO | KOMPONEN URAIAN
b. Kasubbag Pelayanan Pengadaan
Barang/.Jasa.
c. Kepala Bagian Pengadaan
Barang/Jasa.
4 | Pengawasan internal a. dilakukan oleh atasan
langsung;dan
b. dilakukan oleh Komite Etik.
5 | Jumlah pelaksana Pokja Pemilihan sebanyak 5 (lima)
arang.
6 | Jaminan pelayanan Terselesaikannya proses pengadaan
barang/ jasa.
7 | Jaminan keamanan dan | Kerahasiaan dokumen pengguna
keselamatan pelayanan | tetap terjaga
§ | Evaluasi kinerja Evaluasi _ Kinerja  Pelayanan
pelaksana dilakukan sedap 6 (cnam) bulan
sekali dalam pengukuran IKM

21. pelayanan E-Purchasing

NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan J.r:ing terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dari
Perangkat Daerah;

Dokumen Kerangka Acuan
kerja (KAK),

Dokumen Harga Perkiraan
Sendiri (HPS);

Spesifikasi Barang,

| &,

Sistem, mekanisme, dan
prosedur

Perangkat Daerah mengajukan
permohonan proses e-
purchasing,

Penatalaksana Pelayanan
menerima, memeriksa  dan
melaporkan permohonan
tersebut kepada Kabag
Pengadaan Barang/Jasa,

Kabag Pengadaan Barang/Jasa
mendisposisi kepada Kasubbag
Pelayanan Pengadaan
Barang/jasa;
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NO

- KOMPONEN

URAIAN

d. Kasubbag Pelayanan Pengadaan
Barang/jasa menelaash dan
revieu berkas permohonan;

1) Berkas disetujui, Laporan
kepada Kabag Pengadaan
Barang/Jasa selanjutnya
menunjuk Pejabat
Pengadaan di Bagian
Pengadasn Barang/Jasa
Setda untuk  dilakukan
proses e-purchasing,

2) Berkas revisi, laporan
kepada Kabag Pengadaan
Barang/Jasa selanjutnya
menyerahkan bherkas
kembali ke Peranghkat
Daerah untuk dilakukan
revisi;

e. Pejabat Pengadaan melakukan
persiapan dan pelaksanaan e-
purchasing. I

Jangka
pelayvanan

walkiu

Jangka waktu penyelesalian G|

(enam) hari kerja.

a. 1 (satu) hari untuk penerimaan
surat  permchonan Proscs
pengadaan  barang/jasa  dan
dizposisi dari Kabag pengadaan
barang/jasa kepada HKasubbag
Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa;

b, 1 (satu) hari untuk proses
revieu berkas yang dimohonkan
tender;

c. 1 (satu] hari untuk laporan
hasil revien dan disposisi dar
Kabag pengadaan barang/jasa
kepada Pejabal Pengadaan;

d. 1 (satu) hari untuk Kelompok
kerja  pemilihan  persiapan
dokumen pemilihan dan
persiapan e-purchasing;

e. 5 (lima) hari untuk pelaksanaan
tender sampai pemenang
tender.

Biaya/ tarif

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya
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NO |

KOMPONEN

URAIAN

Produk pelayanan

Tersedianya barang/jasa sesuai

dengan e-katalog

6 | Penanganan pengaduan, | a. Penyampaian pertanyaan, saran,
saran, dan masukan aduan dan masukan melahai
|| Helpdesk LPSE (datang
langsung)
2}  Telepon (D276) 322499
3) Email
pengadaan.setda@bovolali,
go.id atau
4) Aplikasi SPSE di portal
lpse.boyolali.go.id
b. Penanganan aduan : ditanggapi
langsung oleh Helpdesk
dikoordinasikan dengan
Verifikator dan Kepala LPSE
B. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pelayanan di internal erganisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hulkum

.

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang perubahan
Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Lembaga  LKPP
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan
Penpadan Barang/Jasa Melalui
Penyedia;

Peraturan  Bupati  Boyolali
Nomor 70 Tahun 2019 fentang
Uraian Tugas Jabatan pada
Sekretariat Daecrah Kabupaten
Bovolah;dan

Peraturan Bupati  Boyolali
Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten  Boyolali
(Berita — Daerah  Kabupaten




keselamatan pelayanan

NO [ KOMPONEN URAIAN
Boyolali Tahun 2018 Nomor 25)
scbagaimana  telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Alas
Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta  Tata Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten Bovolali
(Berita  Dacrah  Kabupaten
Boyolali Tahun 2021 Nomor 3).
2 |Sarana dan prasarana  a. koneksi internet;
dan/atau fasilitas b. meja;
e, kursi
d. computer;
e, telepon/faksimili;
f. alat tulis kantor;dan
E peraturan perundangan-
undangan terkait Pengadaan
Barang/.Jasa,
3 |Kompetensi pelaksana | a. Pramu Layanan Informasi dan
penerima surat:
1) Diploma (Minimal)
2) Mampu mengoperasikan
komputer
b. Kasubbag Pelayanan Pengadaan
Barang/jasa;
' c. Kepala Bagian  Pengadaan
Barang/jasa,
d. Pejabat Pengadaan.
4 | Pengawasan internal a. dilakukan oleh atasan
langsung;dan
b. dilakukan oleh Komite Etik.
5 |Jumlah pelaksana Pokja Pemilihan sebanyak 5 [lima)
Orang.
& |Jaminan pelayanan Tersedianya barang sesual dengan
spesifikasi
7 [Jaminan keamanan dan | Kerahasiaan dokumen pengguna

tetap terjaga
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Evaluasi kinerja
pelaksana

Evaluasi Kinerja Pelayanan
dilakukan setiap 6 (enam) bulan

sekali dalam pengukuran IKM

22 pelayanan pencairan anggaran

NG

KOMPONEN

URAIAN

A

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

Persyaratan Pelayanan

Permohonan Pencairan Anggaran
kepada Pengguna Anggaran

Sistem, mekanisme,

dan prosedur

a. PAK Eﬂﬁ-iﬂ.ﬂ
permohonan pencairan
anggaran/SPJ) kepada PPTK,
PPK dan Pengguna Anggaran;

b. stal vang membidang: SIMDA
membuat SPP SPM  Belanja
Kegiatan yang akan
direalisasikan;

¢, setelah BKD menerbitkan 5P2D
Bendahara membuat
pemindahbukuan dan
mentransfer Belanja Keglatan
yvang direalisasikan;dan

d. pencairan  Anggaran

terealisasi.

mengajukan

sudah

Jangka walktu

pelayanan

Malksimal 3 (tiga) hari

Biaya/ tarif

Rp O

Produk pelayanan

Bukti transfer anggaran

Penanganan
pengaduan, saran, dan
masukan

Pengaduan bisa disampaikan secara
langsung di Ruang kerja bagian
Perencanaan dan Keuangan atau
melahn emamil

keuasel setdafiboyolali go.id

Knmpr::n:n' Standar Pelavanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);




b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
70 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Sckretariat
Daerah Kabupaten Bovolali;

¢. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
23  Tahun 2018 lentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten  Bayolali
(Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2018 Nomor 23)
sehagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten  Boyolali
(Berita  Daerah  Kabupaten
~ Boyolali Tahun 2021 Nomor 3).
2 Sarana dan prasarana | a. Laptop;
dan/atau fasilitas b. koneksi internet;
c. meja;
d. kursi;
¢. telepon/faksimili;dan
n [. alat tulis kantor;

3 | kompetensi pelaksana a. Memahami Perhitungan B':IH.HJH
Langsung Kegiatan dan jenis
potongan pajak vang dikenakan;

b. Teliti;dan
¢. Tertib administrasi.

4 | Pengawasan internal Kabag Perencanaan dan Keuangan
melakukan pengawasan secara
langsung setiap saat

5 |Jumlah pelaksana 13 (tiga) orang

B | Jaminan peiajrﬂnan- “Melayani  sepenuh  hati tanpa
gratifikasi™

7 | Jaminan keamanan dan | Dana ditransfer tepat waktu

| keselamalan pelayanan

8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi  pelayanan

pelaksana melalui Survei Kepuasan

Masyarakat secara berkala

~&] -




23, pelayanan penyesuaian gaji dan tunjangan

pelavanan di internal organisasi fminufﬂmu“ingj, meliputi;

Dasar Hukum

NO KOMPONEN l URAIAN L
A. | Komponen Standar Pelavanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:
1 | Persyaratan Pelayvanan | SK Kenaikan Pangkat/KGB/SKUM
2 Sistem, mekanisme, a. ASN mengumpulkan
dan prosedur persyaralan guna penyesuaian
gaji/ tunjangan;

. petugas memverifikas: data;

c. petugas memasukkan
perubahan besaran gaji yang
baru;dan

d. memproses pengajuan
sehagaimana ketentuan yang
berlaku.

3 | Jangka wakta | 1 {satu) jam
pelavanan i

4 | Biava/ tarif Rp O

5 | Produk pelayanan Usulan perubahan besaran gaji

& | Penanganan Pengaduan bisa disampaikan secara
pengaduan, saran, dan |langsung di Ruang kerja bagian
masulcan Perencanaan dan Keuangan atau

melahn email
keuaset. setda@@boyolali go. id
B. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

a. Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. Peraturan Bupati Boyvolali Nomor
70 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugss Jabatan pada Seckretariat
Daerah Kabupaten Boyolali;dan

¢. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
22 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja  Perangkat
Daerah Kabupaten  Boyolali
(Berita Dacrah Kabupaten
Boyolali Tahun 2018 Nomor 235)
sebagaimana telah diabah
beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Bupati Bovolali Nomor
3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten  Boyolali
{Berita Daerah Kabupaten
Bayolali Tahun 2021 Nomor 3).

Sarana dan ]:II'E.E-H.I-E.I'IE-
dan/atau fasilitas

Meja;

Kursi;

Kertas;
Laptop;dan

Alat tulis kantor.

Kompetensi peEkaana

Bloap op

memahami perhitungan gaji dan
tunjangan berdasarkan masa
kerja, pangkat dan jabatan;
teliti;dan

tertib administrasi.

b.
c.

PEEgauras.an internal

Rabag Perencanaan dan Keuangan
melakukan pengawasan secara
langsung sctiap saat

Jumlah pelaksana

1 {satu) orang

Jaminan pelayanan

*Mclayani sepenuh  hati  tanpa

gratifilbasi”

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Perubahan besaran gaji pada bulan
berikuinya

Evaluasa kinerja
pelaksana

Melakukan  evaluasi  pelayanan
melalui Surved Kepuasan
Masyarakat secara berkala

24. pelayanan permohonan panjar

(NO KOMPONEN | URAIAN
A. |Komponen Standar Pelayanan yang lerkait dengan proses
penvampaian pelayanan (service delivery) , meliputi:
1 Persyaratan Pelayanan | Permohonan Pencairan Anggaran
kepada Pengguna Anggaran
2 | Sistem, mekanisme, | a. PAK Bagian mengajukan
dan prosedur permohonan  panjar  untuk
kegiatan vang akan
dilaksanakan kepada PPTK, PPK
dan Pengguna Anggaran;




| b. Permohonan panjar  disetuju

dan ditandangani oleh PPTK,
PPK, Bendahara Pengeluaran
dan Pengguna Anggaran;dan

Bendahara membuat
pemindahbukuan dan
mentranfer Belanja Kegiatan
vang dilaksanakan oleh PPTK

Bagman.

3 |Jangka waktu | Maksimal 3 (tiga) hari
pelayanan

4 | Biaya/ tarif Rp O

5 | Produk ]:I;I;L].mnan Bukt transfer H.HEEEI‘HII

6 | Penanganan o Pengaduan bisa disampaikan secara
pengaduan, saran, dan | langsung di ruang kerja Bagian
masukan Perencanaan dan Keuangan atau

melalui email
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pelayanan di internal organisasi fmanufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Peraturan Bupati Boyolali Nomor

70 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Boyolali;

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor

25  Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta  Tata Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten  Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten
Hoyolali Tahun 2018 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja  Perangkat
Dacrah  Kabupaten  Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2021 Nemor 3),




2 |Barana dan prasarena|a. Meja;
dan/atau fasilitas b, Kursi;
c. Kertas;
d. Laptop;dan
e. Alat tulis kantor,

3 |Kompetensi pelaksana | a. memahami Perhitungan Belanja
Langsung Kegiatan dan jenis
potongan pajak yang dikenakan

b. teliti
c. tertib administrasi
4 | Pengawasan internal Kabag Perencanaan dan Keuangan
, melakukan  pengawasan  secara

- langsung setiap saat

5 |Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang

6 | Jaminan pelayanan “Melayani éepenuh hati tanpa

gratifikasi”

7 | Jaminan keamanan dan | Dana panjar ditransfer tepat waktu

keselamatan pelayanan -

8 | Evaluasi Ei:[&rja Melakukan  evaluasi  pelayanan

pelaksana melahai Survei Kepuasan
Masyarakat secara berkala

25, pelayanan fasilitas: tata kelola organisasi

| NO

KOMPONEN |

LURAIAN

A,

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

‘penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

Persyaratan Pelayanan

permasalahan yang akan
dikonsultasikan yang berkaitan
dengan tata kelola organisasi

aal

Sistern, mekanisme,
dan prosedur

a. Pengguna layanan datang
langsung ke Bagian Organisasi
pada jam kerja:

Pengguna layanan

menyampaikan —permasalahan

yvang akan dikonsultasikan:

c. Kasubbag/ staf yang
membidangi memberikan
jawaban atau penjelasan terkait
permasalahan yang
dikonsultasikan;dan

. Pengguna layanan juga bisa
menggunakan telepon, Email,
Whatssap, dan media sosial
lainnya untuk melaksanakan

konsultasi pada jam kerja.
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Jangka waktu | Tidak bisa ditentukan (Na - nat
pelayanan applicated)
Biaya/ taril Rp O
Produk pelayanan a. hasil konsultasi Kelembagaan;
b, hasil konsultasi Analisa Jabatan
{anjab) & Analisis Beban Kera
(ABK);
¢. hasil konsultasi tata laksana;
d. hasil konsultasi pelayanan
publik;
e. hasil konsultasi kinerja;
f. hasil konsultasi Relormasi
Birokrasi.
Penanganan Pengaduan bisa disampaikan secars

pengaduan, saran, dan
masukan

langsung di Ruang kerja bagian
Organisasi atau melalui  email
iAno 1955i olall.go.i

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi {manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
70 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Seckretarial
Daerah Kabupaten Boyolali;dan

b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah  Kabupaten — Boyolali
Tahun 2018 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita
Dacrah  Kabupaten — Boyolali
Tahun 2021 Nomaor 3),
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Sarana dan prasarana
dan/atau fasilitas

Meja;
Kursi,
Kertas,
Baolpoin;

Komputer;
LCD;dan
Alat tulis kantor,

Kompetensi pelaksana

plmmeapnop

memahami kelola
OTganisasi;
ramah;dan

komunilcatif,

tata

T

laﬁngawasan internal

Kabag  Organisasi  melakukan
pengawasan secara langsung setiap
saal

Jumlah pelaksana

7 {tujuh) crang

o

Jaminan pelayanan

*Melayani tanpa gratifikasi®
Menjawab permasalahan
berdasarkan ketentuan yang
berlaku

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

“Bebas mumidasi”

Evaluasi kinerja
pelaksana

Melakukan  evaluasi  pelayanan
melalui Survei Kepuasan
Masyarakat secara berkala

26. pelayanan keprotokolan

| NO KOMPONEN | URAIAN
A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:
1 | Persyaratan Pelayanan |Koordinasi Jadwal Kedinasan
Bupati dan Walal Bupati dan Surat
Permohonan
2 | Sistern, mekanisme, 8. Leading Sector (Perangkat
dan prosedur Daerah) yang akan
menyelenggarakan acara

melibatkan Bupati/Wakil Bupat
datang ke Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan untuk
koordinasi  jadwal  kegiatan
kedinasan Bupati dan  Wakil
Bupati,
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b, Leading  Sector  (Perangkal
Daerah) yang akan
menyelenggarakan acara
menyampaikan rencana kegiatan
yvang akan dilaksanakan;

c. Kepala Bagian/Kasubbag
Protokol / Petugas Protokol
menyampaiakan kesiapan
memifasilitasi acara dimaksud;

d. Koordinasi antara Leading Sector
dengan ASN di Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan bisa
dilakukan via Telepon atau Chat

mrr

Jangka waktu | Menyesuaikan dengan  rentang

pelayanan wiletu pelaksanaan acara

Biaya, tanf Rp. 0

Pmduk'ﬁla}ranan Fasilitasi Protokoler Kegiatan
Kedinasan Bupati dan Walkil
Bupati.

Penanganan Hﬂ@hﬂ}ﬂlﬂﬁiﬂ.id

pengaduan, saran, dan

masukan

Komponen Standar P&I.a;.-'anan_yzmg terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi fmanufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan;

b. Peraturan Dacrah Nomor 16
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

¢. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
70 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Boyolali;

d. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, SUSUTAan

Organisasi, Tugas dan Fungsi




serta  Tata Kerga Perangkat
Daerah  Kabupaten  Boyolali
sehagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta  Tata Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten — Boyolali
(Berita Daerah Kabupaten

Sarana dan prasarana
dan fatau fasilitas

c. Kertas,
d. Bolpoin;dan
e, Micropon.

Kompetensi pelaksana

memahami aturan Keprotokolan
komunikatif dan ramah

c. berpenampilan baik dan
menarik [{memenuhi  kaidah
estelikal.

o

Pengawasan internal

Kepala  Bagian  Protokol dan
Komunikasi Pimpinan melakukan
penpgawasan secara langsung setiap
saat

Jumlah pelaksana

¥ [tujuh) crang

Jaminan pelayanan

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelavanan

Evaluasi kinerja
pelaksana

Melakukan  evaluasi  Pelayvanan
Keprotokolan saat setiap selesai
kegiatan berlangsung,
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NO

LT

ROMPONEN

URAIAN

A

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyvampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

Persyaratan Pelayanan

. materi

surat masuk tentang mohon
kesediaan Bapak bupati
Bovolali Untuk Memberikan
Sambutan;
sambutan dan
Penvelenggara Kegiatan,dan
nomor kontak penyelenggara
kegiatan yang aktl dan dapat
dihubungi. o

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

surat masuk tentang mohon
kesediaan bapak bupati untuk
memberikan sambutan;

surat masuk dispesisi oleh
kabag protokol dan komunikas:
pimpinan kepada kasubbag
komunikasi pimpinan;
Kasubbag komunikasi pimpinan
membenkan disposisi kepada
anggota tim;

. anggota tim yang ditunjuk

membuat sambutan  mencetak
dan menyerahkan kepads
Kasubbag komunikasi pimpinan
Kasubbag komunikas: pimpinan
mengoreksi, membubuhkan
paraf, kemudian diserahkan
kepada pimpinan;dan

apabila ada koreksi darn
pmpinan  dikembalikan ke
kasubbag komunikasi pimpinan
untuk diperbaik:.

waktu
pelayanan

1 (satu) hari

Biaya/ tarif

Gratis

Produk pelayanan

Bambutan Bupati

pengaduan, saran, dan
masukan

setdafubovolali.go.id
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Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi {manufacturing), meliputi:

Dasar Hulkum

a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
70 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Sekretanat
Daerah Kabupaten Boyolali;

b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
25  Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten  Boyolali
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor
3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja  Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali.

Sarana dan prasarana
dan/atau fasilitas

'Kompetensi pelaksana

Meja;

Kursi;

Kertas;

Bolpoin;

LCI;

Printer;dan

Kertas.

memahami tata Bahasa dan
cara pengetikan yg benar;dan

b, memahami gaya Bahasa vang
baik dan benar.

Rl Seon op

Pengawasan internal

-i'ia.hag Protokol dan Komunikasi
pimpinan melakukan pengawasan
secara langsung setiap saat

Jumlah pelaksana

1 {satu) orang

Jaminan pelayanan

.L...I

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Evaluasi kinerja
pelaksana

Melakukan  evaluasi peclayanan

melahu Survei Kepuasan
Masyarakat secara berkala
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28, Pelayanan Surat Masuk

NO

KOMPONEN ! URAIAN

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan {service delivery), meliputi:

Persyaratan Pelayanan |Surat yang ditujukan kepada
Bupati/Sekretaris  Daerah/Kepala
Bagian

Sistem, mekanisme, p. pembawa  surat memberikan

dan prosedur surat ke Petugas (manual);

b. petugas mencetak surat

elektronik, dan menyerahkan

kepada petugas pencatat;

o. peiugas pencatatan  membuat
register  pada buku  agends
masuk, memberi dan mengisi
kertas disposis:;

d. Kasubbag TU Pimpinan, Stafl Ahli

| dan Kepegawalan member

pengesahan terhadap surat
masuk;dan

e. petugas memberikan surat

kepada tujuan surat

(Bupati/Sekda /Kabapg).

Jangka waktu | 10 (sepuluh] menat
pelayanan

Biaya/ tarif Rp. O

Produk pelayanan Agendﬁ. surat masuk

Penanganan | umumsetdad@email com
pengaduan, saran, dan
masukan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturng), meliputi:

Dasar Hukum la. Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemeliharaan Arsip Dinamis;dan
b. Peraturan Bupali Boyolali Nomor
a1 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penataan Berkas Di Lingkungan
. Pemerintah Kabupaten Boyolali,

Sarana dan prasarana | a. Meja;

dan/atau fasilitas b. Kursi;

¢. Bolpoint;

d. buku agenda;dan
e. stempel dinas.,

S



29,

pelaksana

3 | Kompetensi pelaksana | a. teliti;
b, ramah;dan
. komunikatif,

4 | Pengawasan internal Kepala Bagian Umum Setda Kab.
Boyolali,

5 |Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6 | Jaminan pelayanan “Kami melayani dengan sepenuh
hati®

7 | Jaminan keamanan dan | Bebas pungli

keselamatan pelayanan
8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan

setiap saat dengan meeting staf.

pengaduan, saran, dan
masukan

pelayanan surat keluar
NO KOMPONEN = URAIAN
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyvampaian pelayanan (service delivery) , meliputi:
1 Persyaratan Pelayvanan | Surat yang ditandatangani
Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala
Bagian
2 | Sistem, mekanisme, g, Dinas/Badan/Bagian menyusun
dan prosedur dan memberi pengesshan pada
draft surat;
b, Asisten Vang membidangi
memberi pengesahan;
. Sekretaris/Bupati menandatangai
surat;
. petugas memberi Nomor surat
dan Stempel;dan
e, petugas menscan surat  dan
mengirimkan ke alamat tujuan
melalui email.
3 | Jangka waktu | 10 {sepuluh) menit
pelayanan
4 | Biaya/ tarif Rp. O
5 | Produk pelayanan Agenda surat keluar o
6 | Penanganan umumsre{d-aa@.glmﬂ JCOM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proscs
pelayanan di internal organisasi (marmufacturing), meliputi:

Lasar Hukum

Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor O
Tahun 2018 tentang Pedoman
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Pemeliharaan Arsip Dinamis
b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
51 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penataan Berkas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali
‘2 | Sarana dan prh.saraﬂﬂ a. Mﬂja;'
dan/atau fasilitas b. Kursi;
¢. Bolpoint;
d. buku agenda;dan
e. stempel dinas.
|3 | Kompetens: pelaksana | a. teliti;
b. ramah;dan
. c. komunikauf.
4 | Pengawasan internal Kepala Bagian Umum Setda Kab.
Boyolali.
5 |Jumlah pelaksana 2 [dua) orang
B | Jaminan pelayanan *Kami melayani dengan secpcnuh
han”
7 | Jaminan keamanan dan | Bebas pungh
keselamatan pelayanan
8 | Evaluasi kinerja | Melakukan  evaluasi  pelayanan
pelaksana sctiap saat dengan meeting stal.

30. pelayanan [asilitasi kenaikan pangkat

NO KOMPONEN URAIAN —
A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi:
1 |‘Persyaratan Pelayvanan R. fotokopi SK CPNS
b. fotokopi SK PNS
c. fotokopi SK Kenaikan Pangkat
Terakhir
d. fotokopi SK Jabatan Terakhir
e, fotokopi SKP 2 tahun terakhir
2 Sistem, mekanisme, | a. Eﬂuhbag TU, Pimpinan, Staf
dan prosedur Ahli dan Kepegawalan memeriksa

Buku kontrol Kenaikan Pangkat;

b. petugas menginformasikan
kepada PNS yang berhak naik
pangkat pada periode April atau
Oktober;

e. PNS melengkapi
telah ditentukan;

d. pengadministrasi
mengumpulkan
menytapkan  bahan

berkas vyang

Kepegawaian
serta
kenaikan
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pangkat PNS, menghitung masa
kerja  kenaikan pangkat dan
menyusun berkas-berkas PNS
vang akan di usul untuk proses
kenaikan pangkat;

€. petugas mencetak surat usulan
kenaikan pangkat;

[. Kasubbag TU, Pimpinan, Staf
Ahli dan Kepegawaian memeriksa
berkas kepegawaian serta
memberikan  pengesahan atas
surat usulan tersebut;

g. Kabag Umum, Asisten
Administrasi Umum memberi
pengesahan dan ditandatangani
oleh Sekda;dan

h. petugas mengirim berkas berikut
usukannya kepada BKP2D untuk
proses lebih lanjur

3 |Jangka waktu | 3 {tuga) hari
pelayanan
4 | Biaya/ taril Rp. 0
5 | Produk pelayanan Usulan kenaikan pangkat |
6 | Penanganan umumsetdal@gmail com
pengaduan, saran, dan
masukan I
B. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
1 | Dasar Hukum & U ndang-Undang Nomor =
Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara;
¢. Keputusan Kepala BKN Nomor
| 12 Tahun 2002,
2 Sarana dan prasarana | a. Meja;
dan/atau fasilitas b. Kursi;
¢. Bolpoint;
d. buku agenda;dan
e. stempel dinas.
3 | Kompetensi pelaksana | a. teliti;
b. ramah;dan
N ¢. komunikatif,
4 | Pengawasan internal _ﬁtpﬂ?ﬁagian Umum Setda Kab.

Boywolali,
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5 | Jumlah pelaksana 1 [satu) orang

6 |Jaminan pelayanan “Kami melayani dengan sepenuh
hat"

7 | Jaminan keamanan dan | Bebas pungh
keselamatan pelayanan
8 | Evaluasi kincrja Melakukan evaluasi  pelayanan
pelaksana setiap saat dengan meeting staf.

31. pelayanan fasilitasi pengajuan pension

[NO | KOMPONEN ~ URAIAN
A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait denpgan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi:

- —— wam

| | Persyaratan Pelayanan g. daftar Perorangan Calon
Penerima Penziun (DPCP) asli:

. fotokopi SK CPNS;

. [otokopi SK PNS;

. fotokopi SK Kenaikan Pangkat
Terakhir;

. Iotokopi SK Jabatan Terakhir

. fotokop: SK KGB terakhir;

. fotokopi Kartu Pegawai Negeri
Sipil;

. daftar Susunan Keluarga;
fotokopi  Surat Nikah  yvang
dilegalisir KUA Kecamatan atau
Kemenag Kabupaten;
fotokopi Akta Lahir Anak yang
belum mencapal usia 25 tahun,
belum bekerja dan belum pernah
menikah;

E'L fotokopi KTP;

. fotokopt SKP 2 tahun terakhir;

g. surat keterangan asli tidak

pernah dijatuhi hukuman

disipling
h. fotokopi surat keputusan
Konversi NIP;

i. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 5
(lima) lembar;dan

). Surat Penyataan tidak sedang
terlibat masalah hukum/pidana
dan BKPZD Kabupaten Boyolali.
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Sistem, mekanisme, | a. pemohon menyampaiakn
dan prosedur permohonan  kepada Sekds
melalui Kabag Umum;

b. pemohon melengkapi persyaratan
yang ditetapkan;

c. pengadministrasi  kepegawaian
mengumpulkan serta
menyiapkan bahan kenaikan
pengajuan pensiun, dan
menyusun  berkas-berkas pns
vang akan di usul pensiun;

d. petugas mencetak surat usulan
pensiun;

e. Kasubbag TU, Pimpinan, Stal
Ahli dan Kepegawaian memeriksa
berkas kepegawaian serta
memberikan pengesahan atas
surat usulan tersebut;

f. Kabag Umum, Asisten
Administrasi Umum memberi
pengesahan dan ditandatangani
oleh Sekda;dan

g. petugas mengirim berkas berikut
usukannya kepada BEKP2D untuk
proses lebih lanjut.

Jangka waktu | 3 (tiga) hari

pelavanan

Biaya/ tarif Rp. 0

Produk pelayanan Usulan pengajuan pensiun
Penanganan umumsectdaggmail.com
pengaduan, saran, dan

masukan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manwfacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a.

c,

Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai;
Undang-Undang  Nomor 2
Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintahh Nomor 15
Tahun 2019 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2015 tentang Penetapan
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Pensiun Pokok  Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda
Dudanya;

e. Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian
Pertek Pensiun PNS dan Janda-
Duda;dan

f. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai negeri Sipil.

pelaksana

2 |Sarana dan prasarana|a. Meja;
‘dan/atau fasilitas b, Kursi;
¢. Bolpoint;
d. buku agenda;dan
¢. stempel dinas.
3 | Kompetensi pelaksana | a. teliti;
b. ramah;dan
c. komumbkatif,
4 | Pengawasan internal Kepala Bagian Umum Setda
Kabupaten Boyoelali.
5 |Jumlah pelaksana | 1 (satu) orang
6 |Jaminan pelavanan "Kami melayani dengan sepenuh
hati”
7 |Jaminan keamanan dan | Bebas pungli
keselamatan pelayanan I
'8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan

setinp sant dengan meeting staf,

32, pelayanan pemberian surat cuti

NO

KOMPONEN

[ URAIAN

A,

Komponen Standar Pelayanan yang lerkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi:

Persyaratan Pelayanan

| a. permohonan cuti;

b.surat Keterangan sakit
dokter;dan

c. surat keterangan hari perkiraan
melahirkan,

dari

Sistem, mekanisme.
dan prosedur

a. pegawai  mengusulkan  cuti
dengan mengambil dan mengisi
blangko cuti;

b. atasan langsung
permohonan cuti;

c. petupgas meneliti kelengkapan
E;Er_lfhnm cuti, dan mengecek

menyetujui
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ketersediaan hak cuti,
dilanjutkan menyusun surat cuty;
. Kasubbag TU, Pimpinan, Staf
Ahli dan Kepegawaian memeriksa
berkas permohonan culi serta

memberikan pengesahan atas
surat cubl tersebut;
e. Kabag Umum, Asisten

Administrasi Umum memberi
pengesahan dan ditandatangani
oleh Sekda;dan

petugas memberikan surat cut
kepada PNS dan mengirim
tembusannya ke Badan
Kepegawalan Pendidikan dan
Pelatihan Daerah.

3 |Jangka waktu | 2 (dua) hari
pelayanan
4 | Biaya/ tarif Rp. 0
Produk pelayanan Surat Cuti
6 | Penanganan umumsstdal@gmail.com
pengaduan, saran, dan
masukan
B. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
1 | Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 11
' Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
b. Peraturan Badan Kepegawaian
Megara Nomor 24 Tahun 2017
lentang Tata Cara Pemberian
| Cuti Pegawai Negeri Sipil.
4 | Sarana dan prasarana | a. Meja;
dan/atau [asilitas b. Kursi;
c. Bolpoint;
d. buku agenda;dan
| €. stempel dinas.
| 3 | Kompetensi pelaksana | a. teliti;
b. ramah;dan
R ¢. komunikatf.
4 | Pengawasan internal Kepala Bagian Umum  Setda
Kabupaten Boyolah,
5 |Jumlah pelaksana 1 |satu) orang
6 |Jaminan pelavanan “Kami melayani dengan sepenuh
hati"
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| 7 | Jaminan keamanan dan | Bebas pungli

, keselamatan pelayanan

[ < Evaluasi kinerja Melakukan  evaluasi  pelayanan
pelaksana seliap saal dengan meeting stal.

33. pelayanan peminjaman kendaraan dinas

NO

KOMPONEN |

URAIAN

Komponen Standar Fﬁl.eigarmn vang terkait dengan proses
penyampalan pelayanan (service delivery) , meliputi:

Persyvaratan Pelayanan |a. Surat pinjam kendaraan dinas

dengan tanda tangan Kepala
Dinas yang ditujukan untuk
Sckretaris  Daerah Kabupaten
Boyolah (untuk instansi);dan

.Surat pinjam kendaraan dinas

dengan tanda tangan
ketua/kepala  vang  ditujukan
untuk Bupati Boyolali juntuk non
instansi/ masyarakat).

Sistem, mckanisme. a.

dan prosedur

peminjam datang ke kantor
Sekretariat Daerah dan
meEnyampaikan  surat  pinjam
kendaraan dinas ke Subbag TU
Pimpinan Staff  Ahli dan
Kepegawaian;

surat pinjam tersebut diterima
petugas, dan disampaikan ke
Sekretari=  Daerah Kabupaten
Bayolali;

Sekretaris Daerah memutuskan
untuk memfasilitasi ataupun
tidalk permohonan pinjam
tersebut;

disposisi Sekretaris Dacrah
Kabupaten Boyolali turun ke
Asisten Administrasi dan Kepala
Bagian Umum untuk diteruskan
ke Kasubbag Perlengkapan Setda
Kab. Boyolali;

Kepala Bagian Umum membuat
sural jawaban atas permohonan
pinjam  terscbut apakah di
lasilitasi ataupun tidak;dan

= Bl =



difasilitasi

Apa;éiié peminjam
dalam waktu 2 x 24 jam segera
mengkonfirmasikan  kebutuhan

kendaraan dinas ke Kasubbag
Perlengkapan Setda Kab. Boyolali.

Jangka wakiu

pelayanan

3 (tiga) hari

Biaya/ tarif

Rp. O

Produk pelayanan

Pinjam Kendaraan Dinas

Penanganan
pengaduan, saran, dan
masukan

dapat memberikan
s@Aran, miasukan dan
menyampaikan aduan sccara
tertulis maupun lisan melalui:

1. Kaotak Saran

2. Telpon (0276) 321021

Masyarakat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisasi [manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

dan/atau fasilitas

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;dan

c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
25  Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten
Boyolali sebagaimana telah
diubahh beberapa kali (erakhir
dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Orpganisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daersh H&bupqtfn Boyaolali,

Sarana dan prasarana

a. Meja;

Kursi;

¢. Bolpoint;

d. buku agenda;dan
e. stempel dinas.

ek




3 | Kompetensi pelaksana | a. teliti -
b, ramah
¢. komunikat:f
d. memahami Peraturan
Perundang-Undangan  tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
4 | Pengawasan internal Kepala Baglan Umum Setda Kab.
Boyolali,
5 | Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6 | Jaminan pelayanan Janji Layanan Kantor Sekretariat
| Daerah :
“Kami melayani dengan sepenuh
hat”
7 | Jaminan keamanan dan | Bebas Pungh
keselamatan pelayanan _
8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan saat
pelaksana meeting stal.

34. pelayanan permohonan bahan bakar minyak (BBM)

NO KOMPONEN | URAIAN
A. | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:
| | Persyaratan Pelayanan Surat Perintah Pengeluaran BBM
dengan tanda tangan Kepala
Dinas atau yang di diberikan
delegasi.
2 Sistem, mekanisme, p. pemohon BBM ke Ruang Bagian
dan prosedur Umum untuk menyvampaikan
Surat Perintah Pengeluaran BBM
vang telah di tanda tangani
Kepala Dinas atau yang diben
delegasi;

b. petugas memberikan girik BBM
sesual dengan tujuan perjalanan
dinas;dan

. pemohon  mengisikan BBM ke
SPBU yang ditunjuk.

3 Jnnéim waktu | 5 (lima) menit
pelayanan .
Biaya/ tarif Rp. O

| Produk pelayanan Permohonan BBM




Penanganan
pengaduan, saran, dan
masukan

Masyarakal dapat memberikan
Saran, masukan dan
menyampaikan aduan SCCATE
tertulis maupun lisan melalai:

1. Kotak Saran

2. Telpon (0276) 321021

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah,

c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten
Boyolali schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 ientang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja. Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali.

Sarana dan prasarana
dan/atau fasilitas

Mcia;

Kursi;

Baolpoint;

buku agenda;dan
stempel dinas.

Kompetensi pelaksana

teliti;

ramah;

komunikatif;dan

memahami Peraturan
Perundang-Undangan tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

BER T Enpn oW

Pengawasan internal

Umum Setda

Kepala  Bagian
Kabupaten Boyolali,

&ri

Jumlah pelaksana

| {Satu) orang

. B3-




6 |Jaminan pelayanan Janji Layanan Kantor Sekretariat
Daerah :
“Kami melayani dengan sepenuh
hati"
7 |Jaminan keamanan dan | BBM diberikan sesuai ketentuan
keselamatan pelayanan | yang berlaku
8 | Evaluasi kinerja Melakukan evaluasi pelayanan saat
pelaksana meeting staf.

35. pelayanan peminjaman gedung dan periengkapan

KOMPONEN |

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan {E-E.‘I"I.IT'C:EJJ‘._EIEHEI'}], meliputi:

1 " —

Persyaratan Pelayanan

a. surat pinjam  gedung/tempat |
dengan tanda tangan Kepala
Dinas yang dituyjukan untuk
Sekretaris Daerah  Kabupaten
Boyolali (untuk instansi);dan

b. surat pinjam gedung/tempat
dengan tanda tangan
ketua /kepala  vang  ditujukan
untuk Bupati Boyolali [(untuk
non instansi/ masyarakat).

Sistemn, mekanisme, f. peminjam  datang ke  kantor

dan prosedur

Sekretariat Daerah dan
menyampaikan surat pinjam
gedung dan perlengkapannya ke
Subbag Tata Usaha Pimpinan
Staff Ahli dan Kepegawaian;

b. surat pinjam tersebut diterima

petugas, dan disampaikan ke
Sekretaris  Daerah  Kabupaten
Boyolali;

. Sekretaris Daerah memutuskan

untuk  memfasilitasi  ataupun
tidak permohonan pinjam
tersebul;

d. disposisi Sekretaris Daerah

Kabupaten Boyolali turun ke
Asisten Administrasi dan Kepala
Bagian Umum untuk diteruskan
ke Kasubbag Perlengkapan Setda
Kab. Bovolali;




" k. Kepala Bagian Umum membuat |

sural jawaban atas permohonan
pinjam tersebut apakah di
fasilitasi ataupun tidak;dan

[. Apabila difasilitasi peminjam
dalam waktu 2 x 24 jam segera
mengkonfirmasikan  kebutuhan
gedung dan perlengkapannya ke
Kasubbag Perlengkapan Setda
Kab. Boyolali.

Jangka waktu | 3 (tiga) hari

pelayanan

Biava/ tarif Rp. O

Produk pelayanan | Pinjam Gedung dan
perlenghkapannya

Penanganan | Masyarakat dapat memberikan

pengaduan, saran, dan | saran, masukan dan

masukan menyampaikan aduan SECAra

tertulis maupun lisan melalui :
I. Kotak Saran

2. Telpon (0276) 321021

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses
pelayanan di mternal organisasi (manufacturing), meliputi:

Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;dan

c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor
25 Tahun 2018  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten
Bovolali sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kkedudukan, Susunan
Organisast, Tugas dan Fungsi
serta  Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolah.

- B5 -




7 | Sarana dan prasarana|a. Meja;
dan/atau fasilitas b. Kursi;
c. Bolpoint;
d. buku agenda;dan
e. stempel dinas.
3 | Kompetensi pelaksana | a. teliti;
b. ramah;
c. komunikatf;dan
d. memahami Peraturan
! Perundang-Undangan  tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
4 | Pengawasan internal Kepala Bagian Umum  Setds
| Kabupaten Boyolali.
5 | Jumlah pelaksans 2 (Dua) orang
6 |Jaminan pelayanan “Kami melayani dengan sepenuh
hati”
7 | Jaminan keamanan dan | Bebas pungli
keselamatan pelayanan
% | Evaluasi kinerja Melakukan  evaluasi  pelayanan
pelaksana setiap saat dengan meeting staf,

36, pelayanan

permohonan  penyediaan

makan dan minum

rapat/tamu
NO KOMPONEN | URAIAN
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi:

JPersyaratan Pelayanan

a.surat permohonan penyediaan
makan minum;dan

b.surat Undangan rapat/ Surat
Permohonan studi banding/ surat
yang  menunjukkan adanya
penerimaan tamu.

Sistem, mekanisme,

dan prosedur

a. Pemohon,/Bagian mengajukan
surat  permohonan  penyediaan
makan dan minum;

. Agisten  Administrasi  Umum
memverifikasi permohonan dan

menyetujui atau tidak
menyetujuai permaohonan
tersebut;dan

c. Jika dizsetujui maka Kabag
Umum melalui kasubag RTA

menvediakan makan —minum
sesual permintaan pada waktu
yvang ditentukan.




pelaksana

3 |Jangka waktu | 1 (satu) hari
pelayanan
4 Biayva/ tarifl Rp. 0O
5 | Produk pelayanan makanan dan minuman
6 | Penanganan | aduan secara tertulis maupun lisan
pengaduan, saran, dan | ke Bagian Umum atau Sub bagian
masukan RTA
B. Humpnm:;l- Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pelayanan di internal organisas) (manufacturnng), meliput;
1 | Dasar Hukum Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organizasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali
schagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 3 Tshun
2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
_ Daecrah Kabupaten Bovelali.
|2 | Sarana dan prasarana | a. Kertas;
dan/atau fasilitas b. Bolpoint;dan
€. nota pesanan.
3 Kunrp:tcnai_p;:-l'ﬁkaana a. Cekatan;dan
b. Sopan
4 | Pengawasan internal Kepala Bagian Umum  Setda
Kabupaten Boyolali.
Jumlah pelaksana 2 (Dua) orarg |
6 | Jaminan pelayanan "Kami melayani dengan sepenuh
hati®
|7 | Jaminan keamanan dan | Bebas pungli
keselamatan pelayanan
B | Evaluasi kinerja Melakukan  evaluasi pelayanan

sehap saal dengan meefing staf,




